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ABSTRAK  

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk 

kejahatan yang memiliki ancaman pidana paling berat dalam sistem hukum pidana 

Indonesia, karena melibatkan unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu 

sebelum pelaksanaan Tindak Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana 

dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg, serta mengidentifikasi kendala 

dan solusi yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya.  

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan pada data primer melalui 

observasi dan wawancara di Pengadilan Negeri Semarang serta data sekunder dari 

literatur hukum yang relevan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap terdakwa 

Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi telah dilakukan sesuai dengan Pasal 340 

KUHP, karena didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta dan bukti hingga 

dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak 

pidana pembunuhan berencana, di mana unsur-unsur pembunuhan berencana 

terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun dalam prosesnya, ditemukan 

beberapa kendala seperti pembuktian unsur "perencanaan", yang bersifat batiniah 

dan sulit dibuktikan secara langsung karena bergantung pada interpretasi terhadap 

keterangan saksi dan kronologi peristiwa. Meskipun demikian, keberadaan barang 

bukti berupa senjata tajam yang digunakan terdakwa, serta keterangan terdakwa 

dalam persidangan yang mendukung dakwaan, menjadi faktor penting yang 

memperkuat keyakinan hakim dalam menilai adanya unsur perencanaan. Solusi 

atas kendala ini terletak pada kemampuan hakim dalam menilai secara objektif 

keseluruhan rangkaian peristiwa, alat bukti serta barang bukti yang diajukan di 

persidangan. Proses pembuktian unsur perencanaan tetap dapat dilakukan secara 

sah dan meyakinkan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana. 

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana. 

 

 

 

 

 

  



xii 

ABSTRACT 

The crime of premeditated murder is a form of crime that carries the most 

severe criminal threat in the Indonesian criminal law system, because it involves 

elements of intent and prior planning before the implementation of the crime. This 

research aims to examine how the law is applied to the crime of premeditated 

murder in Decision Number 394/Pid.B/2024/PN Smg, as well as identifying the 

obstacles and solutions faced in the law enforcement process. 

The research method used is sociological juridical, with a descriptive 

qualitative approach based on primary data through observation and interviews 

at the Semarang District Court and secondary data from relevant legal literature.  

The results of the study indicate that the application of the law to the 

defendant Rahmat Rusli Bin (Alm) Ahmad Suradi has been carried out in 

accordance with Article 340 of the Criminal Code, because in the trial the facts 

and evidence have been revealed until the charges charged to the defendant have 

met the qualifications of the crime of premeditated murder, where the elements of 

premeditated murder have been proven legally and convincingly. However, in the 

process, several obstacles were found such as proving the element of "planning", 

which is spiritual and difficult to prove directly because it depends on the 

interpretation of witness statements and the chronology of events. However, the 

existence of evidence in the form of sharp weapons used by the defendant, as well 

as the defendant's statement in the trial that supports the charges, are important 

factors that strengthen the judge's belief in assessing the existence of an element 

of planning. The solution to this obstacle lies in the judge's ability to objectively 

assess the entire series of events, evidence and evidence presented in court. The 

process of proving the element of planning can still be carried out legally and 

convincingly in accordance with the principle of justice in criminal law. 

Keywords: Application of Law, Criminal Acts, Premeditated Murder. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius 

dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, pengertian dan syarat unsur 

berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)1. Hukum Indonesia 

mendefinisikan pembunuhan yang disengaja (Pasal 340 KUHP) sebagai 

perbuatan yang terencana dengan tujuan menghilangkan nyawa seseorang. 

Negara Indonsia adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan, dalam 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari hal tersebut adalah setiap 

warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang 

berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya". Selain itu, jaminan terhadap ha katas perlindungan 

hukum yang adil juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi 

“Menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

                                                             
1
 Echwan Iriyanto and Halif Halif, „Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana‟, 2021. 
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hadapan hukum. Ini berarti setiap orang berhak diperlakukan secara setara 

tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan”.  

 Pembunuhan berencana dianggap lebih serius dibandingkan 

pembunuhan biasa karena melibatkan perencanaan yang lebih dalam, sehingga 

hukumannya lebih berat. Di Pengadilan Negeri Semarang, seperti halnya di 

banyak pengadilan lainnya, perkara pembunuhan berencana seringkali 

melibatkan berbagai aspek yang kompleks, baik dari segi hukum, dan dari segi 

pembuktian. Kasus-kasus seperti ini seringkali menarik perhatian publik dan 

media karena melibatkan proses hukum yang panjang dan konflik emosional 

yang tinggi2.  

Penting untuk mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut 

berlaku terhadap tuntutan pembunuhan berencana di tingkat pengadilan 

tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim. 

Penerapan hukum terhadap tuntutan pembunuhan berencana di Pengadilan 

Negeri Semarang tentu bukan tanpa pembuktian keberatan. Banyak kasus 

pembunuhan berencana yang sulit dibuktikan, terutama karena sedikitnya 

bukti langsung atau saksi yang dapat memberikan keterangan akurat mengenai 

niat atau rencana jahat terdakwa. Pembunuhan berencana yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 340 (KUHP) yang berbunyi 

“Barang Siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas 

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan 

                                                             
2
 Azhar Hafid, „Pendidikan Karakter Pengalaman Implementasi Pendidikan Karakter Di 

Sekolah‟, Lex Crimen, IV.4 (2015), 86–91. 
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pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 

paling lama dua puluh tahun”3.  

Penting untuk melihat bagaimana pengadilan menafsirkan bukti-bukti 

yang tersedia dan bagaimana hakim mengambil keputusan dalam kasus-kasus 

tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang hal-hal yang 

mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus 

tersebut, seperti motif pribadi, keadaan ekonomi, atau faktor eksternal lainnya 

yang dapat mendorong seseorang merencanakan pembunuhan. Pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai hal ini akan membantu memperjelas apakah 

penerapan undang-undang tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip peradilan 

dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis dan 

mengevaluasi bagaimana penerapan hukum terhadap kasus pembunuhan 

berencana di Pengadilan Negeri Semarang dan apa saja kendala dan tantangan 

serta solusi yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses hukumnya. Hal 

ini diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem peradilan pidana 

Indonesia, terutama ketika menangani kasus-kasus yang mengandung unsur 

perencanaan seperti pembunuhan berencana yang sedang marak kali ini 

dengan berbagai penyebab mengapa bisa terjadinya pembunuhan berencana.  

Latar belakang dilakukannya pembunuhan berencana biasanya terjadi 

dari berbagai hal yang kompleks baik dari segi psikologis, sosial, maupun 

ekonomi. Beberapa faktor utama yang sering melatarbelakangi pembunuhan 

berencana bisa karena motif pribadi, masalah ekonomi atau material, 

                                                             
3
 Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, „Pembuktian Dalam Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Udang-Undang Hukum Pidana‟, Jurnal Restorative 

Justice, 3.1 (2019), 75–91. 
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keinginan untuk memperoleh kekuasaan, masalah psikologis atau gangguan 

mental, pengaruh lingkungan atau sosial, dan bisa juga karena balas dendam. 

Mengenai Unsur kesengajaan dikatakan dengan 3 corak kesengajaan: (1) 

Kesengajaan sebagai maksud, (2) Kesengajaan sebagai keharusan dan (3) 

Kesengajaan sebagai kemungkinan4. 

Perkara pembunuhan berencana, salah satu permasalahan utama adalah 

“kesengajaan” pelaku, yang merupakan prasyarat paling penting untuk 

membuktikan pembunuhan berencana. Kesengajaan (mens rea) merupakan 

salah satu unsur penting dalam hukum pidana Indonesia dan berperan dalam 

menentukan derajat pertanggung jawaban pidana seseorang5. Karena hukum 

pidana mengasumsikan adanya kesalahan internal pada akar suatu perbuatan, 

maka ada kecenderungan suatu kejahatan dianggap tidak lengkap jika tidak 

ada kesengajaan. Misalnya, studi kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri 

Semarang menemukan bahwa sulit untuk membuktikan bahwa perencanaan 

yang matang telah dilakukan sebelum pembunuhan tersebut dilakukan, 

terutama ketika bukti yang tersedia terbatas atau tidak jelas.  

Penerapan hukum pada kasus ini memerlukan penilaian atas niat dan 

kesediaan pelaku untuk merencanakan dan melaksanakan pembunuhan, yang 

dapat mempengaruhi hukuman. Dalam menyidangkan perkara ini, Pengadilan 

Negeri Semarang mempertimbangkan alat bukti yang menunjukkan adanya 

rencana kesengajaan, persiapan sebelum kejadian dan pembuktian melalui 

                                                             
4
 Karunia, „TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 

KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA1‟, 4.June (2016), 2016. 
5
 Aris Munandar Ar and Aditya Slamet Rusbandi, „Peran Niat ( Mens Rea ) Dalam 

Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia‟, 1.3 (2024), 240–52. 
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keterangan yang didapat dari para saksi. Namun, masih menjadi tantangan 

untuk dapat membuktikan secara jelas seluruh unsur hukum agar keadilan 

dapat tercapai dengan baik tanpa adanya kecurangan ataupun ketidak adilan 

dari segala pihak yang berkepentingan.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat di 

ambil adalah: 

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan 

berencana dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg? 

2. Apa saja kendala dan solusi terhadap penerapan hukum dalam tindak 

pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penera.pa.n hukum terha.da.p tinda.k pida.na. pembunuha.n 

berenca.na. da.la.m Putusa.n Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg. 

2. Untuk mengeta.hui kenda.la. da.n solusi terha.da.p penera.pa.n da.la.m tinda.k 

pida.na. pembunuha.n berenca.na. Putusa.n Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitia.n ini diha.ra.pka.n da.pa.t memberika.n kontribusi terha.da.p 

pengga.mba.ra.n ilmu hukum, khususnya. da.la.m hukum pida.na., denga.n 

memberika.n pema.ha.ma.n ya.ng lebih menda.la.m mengena.i penera.pa.n 

hukum terha.da.p tinda.k pida.na. pembunuha.n berenca.na. di Penga.dila.n 
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Negeri Sema.ra.ng. Ka.jia.n ini diha.ra.pka.n da.pa.t menjela.ska.n ta.nta.nga.n 

pembuktia.n keja.ha.ta.n ya.ng meliba.tka.n unsur perenca.na.a.n ya.ng 

mempenga.ruhi penga.mbila.n keputusa.n hukum da.la.m ka.sus-ka.sus 

tersebut. Oleh ka.rena. itu, penelitia.n ini da.pa.t dija.dika.n ba.ha.n 

pengemba.nga.n teori hukum pida.na. mengena.i pembunuha.n berenca.na. 

ya.ng menja.di topik ma.sa.la.h uta.ma. da.la.m penulisa.n ini.  

2. Seca.ra. Pra.ktis 

Ha.sil penelitia.n ini da.pa.t memba.ntu ha.kim, ja.ksa., penyidik, da.n 

da.pa.t memberika.n ma.nfa.a.t la.ngsung ba.gi pa.ra. pra.ktisi hukum. Penelitia.n 

ini juga. diha.ra.pka.n da.pa.t menja.di referensi untuk meningka.tka.n kua.lita.s 

prosedur pera.dila.n da.n efektivita.s penega.ka.n hukum, sehingga. 

mengha.silka.n putusa.n ya.ng lebih a.dil da.n a.kura.t berda.sa.rka.n unda.ng-

unda.ng ya.ng berla.ku. Lebih la.njut, ba.gi pa.ra. a.ka.demisi, ma.sya.ra.ka.t 

umum, da.n piha.k la.in, ka.jia.n ini da.pa.t memperlua.s pema.ha.ma.n kita. 

mengena.i pera.n hukum da.la.m pembera.nta.sa.n keja.ha.ta.n pembunuha.n 

berenca.na. da.n pentingnya. pencega.ha.n keja.ha.ta.n tersebut. 

 

E. Terminologi 

1. Penerapan Hukum 

Pengertian dari istila.h penera.pa.n hukum menurut Sudikno 

Mertokusumo a.da.la.h penera.pa.n hukum merupa.ka.n kegia.ta.n 

mengimplementa.sika.n a.tura.n-a.tura.n hukum untuk menyelesa.ika.n ma.sa.la.h 

konkret ya.ng diha.da.pi da.la.m kehidupa.n nya.ta.. Penera.pa.n hukum 

mengha.ruska.n a.da.nya. interpreta.si terha.da.p a.tura.n ya.ng berla.ku untuk 



7 

situa.si tertentu. Proses ini bertujua.n untuk menca.pa.i kea.dila.n, kepa.stia.n 

hukum, da.n kema.nfa.a.ta.n sosia.l ba.gi ma.sya.ra.ka.t6. Penera.pa.n hukum di 

Indonesia. seba.ga.i nega.ra. ya.ng berda.sa.rka.n hukum da.n buka.n berda.sa.rka.n 

kekua.sa.a.n Indonesia. menera.pa.ka.n konsep Rule of La.w ya.ng dia.tur da.la.m 

Pa.sa.l 1 a.ya.t (3), Pa.sa.l 27 a.ya.t (1), da.n Pas.sssssssssssssssssssssysa.l 28D a.ya.t (1) UUD 19457. 

2. Tinda.k Pida.na. 

Tinda.k pida.na. a.da.la.h tinda.ka.n ya.ng mela.ngga.r hukum da.n 

tera.nca.m oleh sa.nksi a.ta.u hukuma.n nega.ra.. Tinda.k krimina.l dila.kuka.n 

da.la.m bentuk la.ngka.h-la.ngka.h ya.ng dila.ra.ng oleh hukum da.n da.pa.t 

menyeba.bka.n kerusa.ka.n pa.da. ora.ng la.in, ma.sya.ra.ka.t, a.ta.u nega.ra.. Tinda.k 

Pida.na. merupa.ka.n tinda.ka.n sa.la.h sa.tu hukum ya.ng a.da. di Nega.ra. 

Indonesia., da.n ketentua.n-ketentua.nnya. terma.suk da.la.m (KUHP) seba.ga.i 

sa.la.h sa.tu hukum positif. Hukum pida.na. mempunya.i tujua.n khusus untuk 

membera.nta.s keja.ha.ta.n da.n mencega.h terja.dinya. keja.ha.ta.n denga.n 

menja.tuhka.n sa.nksi ya.ng tega.s guna. melindungi kepentinga.n hukum, 

priba.di (ma.rta.ba.t, jiwa., ha.rta. benda., ba.da.n, da.n la.in-la.in), ma.sya.ra.ka.t, 

nega.ra.. A.da. perbeda.a.n a.nta.ra. hukum pida.na. denga.n hukum ya.ng la.in, 

ya.itu sa.nksi hukum pida.na. pemberia.n a.nca.ma.n berupa. penderita.a.n denga.n 

senga.ja.8. 

Tinda.k Pida.na. (Delik) a.da.la.h perbua.ta.n ya.ng dila.ra.ng oleh 

unda.ng-unda.ng da.n dia.nca.m denga.n pida.na.. Tinda.k Pida.na. da.pa.t berupa. 

                                                             
6
 Sudikno Mertokusumo, „Penemua.n Hukum: Sebua.h Penga.nta.r‟, 2007. 

7
 Za.id A.fif, „Konsep Nega.ra. Hukum Rule of La.w Da.la.m Sistem Keta.ta.nega.ra.a.n 

Indonesia.‟, Jurna.l Pionir LPPM Universita.s A.sa.ha.n, 2.5 (2018). 
8
 Nur A.iniya.h Ra.hma.wa.ti, „Hukum Pida.na. Indonesia.: Ultimum Remedium A.ta.u Primum 

Remedium‟, Recidive, 2.1 (2013), 41. 



8 

perbua.ta.n ya.ng mela.ngga.r hukum seperti pencuria.n, pembunuha.n, a.ta.u 

korupsi.  

Delik da.pa.t dibeda.ka.n a.ta.s berba.ga.i pemba.gia.n tertentu, seperti 

berikut ini9. 

1. Delik Keja.ha.ta.n da.n delik pela.ngga.ra.n. 

2. Delik ma.teria.l da.n delik formil. 

3. Delik komisi da.n delik omisi. 

4. Delik ya.ng berdiri sendiri da.n delik ya.ng diteruska.n. 

5. Delik selesa.i da.n delik berla.njut. 

6. Delik tungga.l da.n delik bera.ngka.i. 

7. Delik bersa.ha.ja. da.n delik berkua.lifika.si. 

8. Delik senga.ja. da.n delik kela.la.ia.n a.ta.u culpa.. 

9. Delik politik a.ta.u delik komun a.ta.u umum. 

10. Delik propria. da.n delik komun a.ta.u umum. 

3. Pembunuha.n Berenca.na. 

Tinda.k pida.na. penghila.nga.n nya.wa. seca.ra. berenca.na. merupa.ka.n 

sua.tu tinda.k pida.na. ya.ng dila.kuka.n oleh seseora.ng seca.ra. terenca.na. da.n 

mengguna.ka.n stra.tegi terlebih da.hulu. Ha.l ini dia.tur pa.da. Pa.sa.l 340 kita.b 

unda.ng-unda.ng hukum pida.na. ya.ng menga.nca.m mengguna.ka.n ma.ksimum 

sa.nksi meningga.l, a.ta.u sa.nksi penja.ra. seumur hidup, a.ta.u sa.nksi penja.ra. 

20 ta.hun10. 

                                                             
9
 Inda.h Sa.ri, „Unsur-Unsur Delik Ma.teriel Da.n Delik Formil Da.la.m Hukum Pida.na. 

Lingkunga.n‟, Jurna.l Ilmia.h Hukum Dirga.nta.ra., 10.1 (2020). 
10

 Sya.hrudia.nto Sitepu, „Pertimba.nga.n Ha.kim Da.la.m Menja.tuhka.n Pida.na. Terha.da.p Pela.ku 

Tinda.k Pida.na. Pembunuha.n Berenca.na.‟ (UA.JY, 2011). 
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Keja.ha.ta.n ya.ng da.pa.t dikena.ka.n pida.na. ma.ti sa.la.h sa.tunya. 

merupa.ka.n penghila.nga.n nya.wa. berenca.na., dia.tur pa.da. Pa.sa.l 340 kita.b 

unda.ng-unda.ng hukum pida.na.. Menurut pa.sa.l ta.di dipenga.ruhi 3 (tiga.) 

ca.ra. la.in a.nca.ma.n ya.itu pida.na. ma.ti, pida.na. seumur hidup da.n pida.na. 

penja.ra. sela.ma.-la.ma.nya. 20 ta.hun. 

Unsur-unsur ya.ng ma.sih a.da. da.la.m Pa.sa.l 340 kita.b unda.ng-unda.ng 

hukum pida.na.: 

1) Menghila.ngka.n nya.wa. ora.ng la.in  

2) Denga.n direnca.na.ka.n terlebih da.hulu  

3) Dila.kuka.n mengguna.ka.n senga.ja.. 

 

Pembunuha.n berenca.na. merupa.ka.n tinda.k pida.na. penghila.nga.n 

nya.wa. ya.ng dila.kuka.n mengguna.ka.n persia.pa.n terlebih da.hulu. Da.la.m ha.l 

ini, pela.ku tela.h mempunya.i nia.t ya.ng ma.ta.ng bua.t membunuh korba.n, 

da.n mela.kuka.n tinda.ka.n-tinda.ka.n untuk mewujudka.n nia.t tersebut. 

Pembunuha.n berenca.na. umumnya. diperca.ya. lebih bera.t 

diba.ndingka.n mengguna.ka.n penghila.nga.n nya.wa. bia.sa. la.nta.ra.n a.da.nya. 

unsur perenca.na.a.n ya.ng terstruktur. Da.la.m a.tura.n Indonesia., penghila.nga.n 

nya.wa. berenca.na. dia.tur pa.da. Pa.sa.l 340 Kita.b Unda.ng-Unda.ng Hukum 

Pida.na. (kita.b unda.ng-unda.ng hukum pida.na.), ya.ng bisa. dija.tuhi sa.nksi 

penja.ra. seumur hidup a.ta.u sa.nksi pida.na. ma.ti. A.nca.ma.n pida.na. pa.da. 

pembunuha.n berenca.na. lebih bera.t diba.ndingka.n denga.n pembunuha.n 

bia.sa. pa.sa.l 338 da.n 339 KUHP ka.rena. dita.mba.h denga.n unsur 

perenca.na.a.n terlebih da.hulu. Pa.sa.l 338 berbunyi “Ba.ra.ng sia.pa. denga.n 
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senga.ja. mera.mpa.s nya.wa. ora.ng la.in, dia.nca.m ka.rena. pembunuha.n denga.n 

pida.na. penja.ra. pa.ling la.ma. lima. bela.s ta.hun” seda.ngka.n bunyi pa.sa.l 339 

“Pembunuha.n ya.ng diikuti, diserta.i a.ta.u dida.hului oleh sua.tu perbua.ta.n 

pida.na., ya.ng dila.kuka.n denga.n ma.ksud untuk mempersia.pka.n a.ta.u 

mempermuda.h pela.ksa.na.a.nnya., a.ta.u untuk melepa.ska.n diri sendiri 

ma.upun peserta. la.innya. da.ri pida.na. da.la.m ha.l ta.ngka.p ta.nga.n, a.ta.upun 

untuk mema.stika.n pengua.sa.a.n ba.ra.ng ya.ng diperolehnya. seca.ra. mela.wa.n 

hukum, dia.nca.mdenga.n pida.na. penja.ra. seumur hidup a.ta.u sela.ma. wa.ktu 

tertentu, pa.ling la.ma. dua. puluh ta.hun”. A.da.pun unsur-unsur da.ri tinda.k 

pida.na. da.la.m pa.sa.l 339 KUHP a.da.la.h11:  

1. Unsur Subjektif 

2. Unsur Objektif 

 

Seca.ra. umum, pembunuha.n da.pa.t dia.rtika.n seba.ga.i tinda.ka.n 

menghila.ngka.n nya.wa. seseora.ng seca.ra. mela.wa.n hukum da.n merugika.n 

piha.k la.in. Tinda.ka.n ini jela.s bertenta.nga.n denga.n ketentua.n hukum, 

khususnya. Unda.ng-Unda.ng Nega.ra. Republik Indonesia. Nomor 39 Ta.hun 

1999 tenta.ng Ha.k A.sa.si Ma.nusia.. Da.la.m kehidupa.n ma.sya.ra.ka.t, keja.ha.ta.n 

ya.ng sering terja.di a.da.la.h keja.ha.ta.n terha.da.p tubuh da.n nya.wa., ya.ng 

bera.rti a.da.nya. sera.nga.n terha.da.p kesela.ma.ta.n jiwa. seseora.ng (misdrijven 

tegen het leven). Keja.ha.ta.n terha.da.p nya.wa. ini dia.tur da.la.m Kita.b 

Unda.ng-Unda.ng Hukum Pida.na. (KUHP) da.n da.pa.t dikla.sifika.sika.n 

                                                             
11

 Fra.ngky Ma.itulung, „Pena.nga.na.n Terha.da.p Pela.ku Tinda.k Pida.na. Pembunuha.n Ya.ng 

Dila.kuka.n Psikopa.t‟, Lex Crimen, 2.7 (2013). 



11 

berda.sa.rka.n dua. ha.l, ya.itu: perta.ma., berda.sa.rka.n unsur kesa.la.ha.n pela.ku; 

da.n kedua., berda.sa.rka.n objek da.ri tinda.k pida.na. tersebut12. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitia.n ini dilakukan, untuk menca.pa.i sua.tu tujua.n ya.ng 

menyeluruh, ma.ka. diperluka.nnya. metode ya.ng bena.r, a.kura.t da.n tera.ra.h. 

Demikia.n juga. untuk mengumpulka.n da.ta. da.n memperoleh da.ta. dida.la.m 

penelitia.n tersebut, diperluka.n metodologi ya.ng tepa.t sehingga. peneliti da.pa.t 

mena.nggung ja.wa.bka.n kebena.ra.n da.ri penelitia.nnya..   

Metode ya.ng a.ka.n diguna.ka.n da.la.m penelitia.n ini terdiri da.ri la.ngka.h-

la.ngka.h berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penulis aka.n mela.kuka.n penelitia.n denga.n berda.sa.rka.n pa.da. 

pendeka.ta.n yuridis sosiologis ya.itu, teknik pendeka.ta.n ya.ng dima.nfa.a.tka.n 

untuk menga.na.lisis da.n memberika.n ja.wa.ba.n tenta.ng ma.sa.la.h hukum 

sesua.i denga.n ma.sa.la.h ya.ng dituju. Dila.kuka.n seca.ra. la.ngsung ya.ng 

berka.ita.n denga.n penera.pa.n hukum da.la.m tinda.k pida.na. pembunuha.n 

berenca.na. (studi ka.sus putusa.n nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg) di 

Penga.dila.n Negeri Sema.ra.ng. Sua.tu metode penelitia.n hukum ya.ng 

mengka.ji hukum seba.ga.i pola. perila.ku da.la.m menera.pka.n pera.tura.n 

hukum, ya.ng dida.sa.rka.n pa.da. norma.-norma. da.n pera.tura.n ya.ng berlaku. 

Ka.jia.n dia.wa.li denga.n da.ta. primer ya.ng diperoleh la.ngsung da.ri 

                                                             
12

 Wa.hyu Sudra.ja.d a.nd Uma.r Ma.‟ruf, „Rekonstruksi Seba.ga.i Upa.ya. Mengungka.p Tinda.k 

Pida.na. Pembunuha.n Berenca.na.‟, Jurna.l Hukum, 12.3 (2017). 
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ma.sya.ra.ka.t mela.lui penelitia.n la.pa.nga.n. Pendeka.ta.n (empiris) 

dima.ksudka.n seba.ga.i usa.ha. mendeka.ti ma.sa.la.h ya.ng diteliti denga.n sifa.t 

hukum ya.ng nya.ta. a.ta.u sesua.i denga.n kenya.ta.a.n ya.ng hidup da.la.m 

ma.sya.ra.ka.t13. Pendeka.ta.n tersebut kemudia.n dila.njutka.n denga.n da.ta. 

la.pa.nga.n ya.ng diperoleh seca.ra. la.ngsung da.ri wa.wa.nca.ra. denga.n ya.ng 

bersa.ngkuta.n. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifika.si pa.da. penelitia.n ini merupa.ka.n deskriptif a.na.lisis, 

penelitia.n la.ngsung pa.da. objek ya.ng a.ka.n memberika.n ga.mba.ra.n tenta.ng 

ka.ra.kteristik sua.tu keja.dia.n da.la.m penelitia.n
14

. 

3. Jenis dan Sumber Data. 

Da.la.m penelitia.n ini jenis da.n sumber da.ta. ya.ng diguna.ka.n a.da.la.h 

da.ta. primer da.n da.ta. sekunder, ya.itu: 

a. Da.ta. Primer  

Da.ta. Primer a.da.la.h da.ta. ya.ng la.ngsung diperoleh da.ri ha.sil 

penelitia.n ya.ng dila.kuka.n oleh peneliti di Penga.dila.n Negeri 

Sema.ra.ng.  

b. Da.ta. Sekunder 

Da.ta. sekunder a.da.la.h da.ta. ya.ng diperoleh da.ri studi kepusta.ka.a.n 

da.n diperoleh da.ri da.ta. ya.ng berka.ita.n denga.n ka.sus ya.ng 

bersa.ngkuta.n. Diperoleh da.ri buku, a.rtikel, jurna.l, a.ta.u referensi 

hukum ya.ng releva.n terka.it pembunuha.n berenca.na. da.n penera.pa.nnya. 

                                                             
13

 Kornelius Benuf a.nd Muha.ma.d A.zha.r, „Metodologi Penelitia.n Hukum Seba.ga.i 

Instrumen Mengura.i Perma.sa.la.ha.n Hukum Kontemporer‟, Gema. Kea.dila.n, 7.1 (2020), 20–33. 
14

 Muha.mma.d Ra.mdha.n, Metode Penelitia.n (Cipta. Media. Nusa.nta.ra., 2021). 
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di sistem penga.dila.n. Da.ta. sekunder terdiri da.ri ba.ha.n hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

1. Bahan Hukum Primer  

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang (UU) 

c. Peraturan Pemerintah (PP) 

d. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) 

e. Traktat atau perjanjian internasional 

2. Bahan Hukum Sekunder 

a. Buku teks hukum 

b. Jurnal ilmiah hukum 

c. Artikel atau hasil penelitian hukum 

d. Pendapat para ahli (doktrin) 

e. Karya tulis ilmiah di bidang hukum 

3. Bahan Hukum Tersier 

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

b. Ensiklopedia 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpula.n da.ta. ya.ng diguna.ka.n denga.n mengguna.ka.n: 

a. Studi Kepusta.ka.a.n 

Studi Pusta.ka. da.la.m penelitia.n ini a.ka.n mengka.ji bebera.pa. 

litera.tur ya.ng perta.ma. da.ri Kita.b Unda.ng-Unda.ng Hukum Pida.na. 

(KUHP) ya.ng menja.di da.sa.r uta.ma. da.la.m berba.ga.i pengertia.n, unsur 
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ya.ng terka.it denga.n ka.sus ini. Juga. buku da.n a.rtikel seba.ga.i a.la.t 

mengumpulka.n berba.ga.i da.ta. ya.ng releva.n.  

b. Studi La.pa.nga.n 

Studi la.pa.nga.n denga.n la.ngsung mengobserva.si da.n 

mewa.wa.nca.ra.i ora.ng a.ta.upun ba.da.n hukum ya.ng a.da. di Penga.dila.n 

Negeri Sema.ra.ng ya.ng menya.ngkut ka.sus pembunuha.n ya.ng seda.ng 

diteliti oleh peneliti. Menga.ma.ti seca.ra. la.ngsung ja.la.nnya. persida.nga.n 

untuk mema.ha.mi proses penera.pa.n hukum da.la.m ka.sus pembunuha.n 

berenca.na., ya.ng a.ka.n dila.kuka.n denga.n teknik wa.wa.nca.ra. denga.n 

ha.kim, ja.ksa., penga.ca.ra., a.ta.u piha.k-piha.k ya.ng terka.it denga.n 

pembunuha.n berenca.na. tersebut da.n penera.pa.n hukum da.la.m ka.sus 

pembunuha.n berenca.na.. 

5. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Loka.si Penelitia.n dila.kuka.n di Penga.dila.n Negeri Sema.ra.ng Kela.s 

1 A. ya.ng berloka.si di Jl. Siliwa.ngi No.512, Kemba.nga.rum, Kec. 

Sema.ra.ng Ba.ra.t, Kota. Sema.ra.ng, Ja.wa. Tenga.h 50148. Loka.si ini dipilih 

ka.rena. sesua.i denga.n fokus penelitian mengenai penerapan tindak pidana 

pembunuhan berencana, serta lokasi yang strategis bagi peneliti, sehingga 

memudahkan dalam proses pengumpulan data. 

 

6. Metode Analisis Data. 

A.na.lisis ya.ng diguna.ka.n merupa.ka.n a.na.lisis kua.lita.tif, denga.n ca.ra. 

penelitia.n ya.ng mengha.silka.n da.ta. deskriptif a.na.litis, ya.itu a.pa. ya.ng diperoleh 

berda.sa.rka.n penelitia.n kepusta.ka.a.n a.ta.u dinya.ta.ka.n sa.ng na.ra.sumber seca.ra. 
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tertulis a.ta.u lisa.n, ya.ng diteliti da.n dipela.ja.ri menja.di sesua.tu ya.ng lengka.p. 

Denga.n wa.wa.nca.ra., dokumen hukum, da.n observa.si ya.ng kemudia.n peneliti 

mengga.bungka.n da.n menginterpreta.sika.n da.ta. untuk mema.ha.mi penera.pa.n 

hukum da.la.m ka.sus pembunuha.n berenca.na., untuk mena.rik kesimpula.n 

tenta.ng penera.pa.n hukum di Penga.dila.n Negeri Sema.ra.ng. 

 

G. Sistematika Penulisan  

 Untuk memperjela.s sua.tu penulisa.n skripsi ya.ng berjudul Penera.pa.n 

Hukum Da.la.m Tinda.k Pida.na. Pembunuha.n Berenca.na. (Studi Ka.sus Putusa.n 

Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg) ma.ka. sistema.tika. penulisa.n skripsi ya.ng 

dima.ksud terdiri da.ri 4 (empa.t) ba.b da.n tia.p-tia.p ba.b a.ka.n dirinci la.gi menja.di 

bebera.pa. sub ba.b seba.ga.i berikut: 

BA.B I PENDA.HULUA.N 

Pa.da. ba.b ini, merupa.ka.n ba.b penda.hulua.n ya.ng berisi 

ura.ia.n tenta.ng la.ta.r bela.ka.ng ma.sa.la.h, perumusa.n 

ma.sa.la.h, tujua.n penelitia.n, ma.nfa.a.t penelitia.n, 

terminologi, metode penelitia.n, da.n sistema.tika. 

penulisa.n. 

BA.B II TINJA.UA.N PUSTA.KA. 

Pa.da. ba.b ini, peneliti mema.pa.rka.n tenta.ng penjela.sa.n 

ka.jia.n kepusta.ka.a.n ya.ng menja.di la.nda.sa.n teori pa.da. 

penelitia.n ya.ng berisi tinja.ua.n umum tenta.ng penera.pa.n 

hukum, tinja.ua.n umum tenta.ng tinda.k pida.na., tinja.ua.n 
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umum tenta.ng pembunuha.n da.n pembunuha.n berenca.na., 

da.n tinja.ua.n umum tenta.ng tinda.k pida.na. pembunuha.n 

berenca.na. da.la.m perspektif Isla.m. 

BA.B III HA.SIL PENELITIA.N DA.N PEMBA.HA.SA.N 

Pa.da. ba.b ini, mengura.ika.n tenta.ng ha.sil penelitia.n da.n 

pemba.ha.sa.n ya.ng memua.t penera.pa.n hukum da.la.m 

tinda.k pida.na. pembunuha.n berenca.na. ya.ng dila.kuka.n di 

Penga.dila.n Negeri Sema.ra.ng (studi ka.sus putusa.n nomor 

394/Pid.B/2024/PN Smg), da.n kenda.la. serta. solusi ya.ng 

diha.da.pi Penga.dila.n Negeri Sema.ra.ng da.la.m 

menera.pka.n hukum terha.da.p tinda.k pida.na. pembunuha.n 

berenca.na. studi ka.sus putusa.n nomor 

394/Pid.B/2024/PN Smg). 

BA.B IV PENUTUP 

Pa.da. ba.b ini, merupa.ka.n ba.b penutup berisi kesimpula.n 

da.ri penelitia.n ya.ng dilengka.pi denga.n sa.ra.n-sa.ra.n 

seba.ga.i ma.suka.n ba.gi piha.k-piha.k ya.ng berkepentinga.n. 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum  

1. Pengertian Tentang Penerapan Hukum  
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Penerapan hukum di Indonesia mempunyai peran yang sangat 

penting dalam mempertahankan ketertiban masyarakat, keadilan dan 

kepastian hukum. Hukum tidak hanya sejumlah aturan yang harus diikuti, 

tetapi juga cara mengatur hubungan antara individu dan lembaga nasional. 

Faktanya, penerapan hukum di Indonesia melibatkan banyak proses yang 

dilakukan dari berbagai partai, pejabat maupun penegak hukum hingga 

lembaga peradilan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan 

merata bagi semua warga negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang 

konsisten dan adil sangat diperlukan, sehingga para pihak tidak merasa 

dirugikan. 

Sistem peradilan Indonesia bertindak sebagai penjaga hukum 

dengan mengajukan keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Pengadilan yang memasuki banding awal memainkan peran penting dalam 

memastikan bahwa undang-undang itu memberikan sifat adil dan 

seimbang. Hakim sebagai pegawai negeri yang berwenang untuk 

memutuskan kasus harus menjadi ahli independen untuk memenuhi tugas 

mereka. Ini penting agar keputusan yang dibuat mencerminkan prinsip -

prinsip keadilan bagi pelaku dan korban. Selain itu, praktik yang dilakukan 

oleh polisi dan kantor kejaksaan harus mempertahankan pelestarian 

prinsip-prinsip yang tidak bersalah dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. 

Meskipun sistem hukum Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk 

mempertahankan hukum, tantangan utama untuk penerapannya adalah 
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adanya ketidaksetaraan dalam implementasi hukum di lapangan. Faktor-

faktor seperti ketidaksetaraan sosial ekonomi dan ketidaksetaraan dalam 

akses ke layanan hukum tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, 

penting untuk terus mengimplementasikan reformasi hukum yang 

memengaruhi aspek-aspek material, struktur, dan budaya hukum 

Indonesia. Pemerintah dan komunitas umum perlu mempromosikan 

penggunaan undang-undang yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi 

untuk menciptakan sistem hukum yang dapat diakses ke semua tingkat 

sosial tanpa kecuali. 

 Penerapan hukum berlaku sama dan adil bagi seluruh rakyat 

Indonesia tanpa membeda-bedakan dari segi manapun. Menerapkan 

perilaku yang baik, jujur, adil terhadap para pihak yang terlibat akan 

memberikan suatu efek yang baik dalam kehidupan masyarakat ini. 

Hendaknya para penegak hukum dalam hal ini hakim lebih cermat dan 

teliti dalam menerapkan hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya
15

. 

 

 

2. Unsur-unsur Penerapan Hukum 

Dalam penerapan hukum terdapat beberapa unsur-unsur dalam 

tindak pidana yang dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu unsur formil 

dan unsur materiil
16

.  

                                                             
15

 Fariaman Laia, „Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang 

Dilakukan Dalam Jabatan‟, Jurnal Panah Keadilan, 1.2 (2022), 1–16. 
16

 Titin Apriani, „Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana‟, Ganec 

Swara, 13.1 (2019), 43–49. 
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Unsur formil termasuk perilaku manusia yang berarti, dalam arti 

luas bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kejahatan dengan melanggar 

tindakan seperti pelanggaran aturan hukum. Dalam hukum pidana, unsur-

unsur formil mengatur bagaimana negara menanggapi perihal penyidikan, 

penegakan hukum, dan praktik kriminal. Ini dilakukan sesuai dengan 

prosedur hukum dan telah dikonfirmasi untuk mendukung para pihak. 

Sedangkan dalam praktik unsur hukum pidana materiil mencakup 

mengenai: 

a. Unsur Tindakan (Actus Reus) 

Unsur ini merujuk pada perbuatan fisik dan tindakan nyata yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana melanggar aturan hukum yang 

berlaku. 

b. Unsur Kesalahan (Mens Rea) 

Unsur ini sehubungan dengan kondisi mental pelaku perilaku 

kriminal dan niat yang dilakukan oleh pelaku ketika melakukan hukum 

yang dilanggar. Unsur ini yang dapat melakukan tindakan di bawah 

kondisi kesadaran dan kehendak bebas untuk melanggar hukum 

pidana. 

c.  Hubungan Kausalitas (Causation) 

Unsur ini menyangkut tentang adanya hubungan sebab akibat 

yang melatarbelakangi motif pelaku dalam melaksanakan perbuatan 

tindak pidanannya.  

d. Objektivitas (Objective Elements) 
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Unsur yang mencakup semua faktor luar yang terkait dengan 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.  

e. Subjektivitas (Subjective Elements) 

Unsur berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin 

pelaku saat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. 

f. Ketidakpatutan Terhadap Undang-Undang (Violation of the Law) 

Unsur ketidakpatuhan terhadap Undang-undang.  

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana 

Menurut Moelja.tno, pa.da. da.sa.rnya. tinda.k pida.na. merupa.ka.n sua.tu 

pengertia.n da.sa.r da.la.m hukum pida.na.. Tinda.k pida.na. a.da.la.h sua.tu 

pengertia.n yuridis seperti ha.lnya. untuk memberika.n definisi a.ta.u 

pengertia.n terha.da.p istila.h hukum, ma.ka. buka.nla.h ha.l ya.ng muda.h untuk 

memberika.n definisi a.ta.u pengertin terha.da.p istila.h tinda.k pida.na.
17

. 

Tinda.k pida.na. a.da.la.h sua.tu istila.h “perbua.ta.n ja.ha.t” a.ta.u 

“keja.ha.ta.n” (crime a.ta.u Verbrechen a.ta.u misda.a.d) ya.ng dia.rtika.n seca.ra. 

kriminologis da.n psikologis. Pengertia.n tinda.k pida.na. ya.ng di mua.t di 

da.la.m Kita.b Unda.ng-Unda.ng Hukum Pida.na. (KUHP) oleh pembentuk 

unda.ng-unda.ng sering disebut denga.n stra.fba.a.rfeit. Pa.ra. pembentuk 

unda.ng-unda.ng tersebut tida.k memberika.n penjela.sa.n lebih la.njut 

mengena.i stra.fba.a.rfeit itu, ma.ka. da.ri itu terha.da.p ma.ksud da.n tujua.n 

                                                             
17

 Ria.nda. Prima. Putri, „Pengertia.n Da.n Fungsi Pema.ha.ma.n Tinda.k Pida.na. Da.la.m 

Penega.ka.n Hukum Di Indonesia.‟, Ensiklopedia. Socia.l Review, 1.2 (2019). 
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mengena.i stra.fba.a.rfeit tersebut sering diperguna.ka.n oleh pa.ka.r hukum 

pida.na. denga.n istila.h tinda.k pida.na., perbua.ta.n pida.na., peristiwa. pida.na., 

serta. delik. Di a.nta.ra. istila.h-istila.h itu, ya.ng pa.ling tepa.t da.n ba.ik 

diguna.ka.n a.da.la.h istila.h tinda.k pida.na. denga.n pertimba.nga.n sela.in 

menga.ndung pengertia.n ya.ng tepa.t da.n jela.s denga.n istila.h hukum juga. 

sa.nga.t pra.ktis untuk diuca.pka.n. Di sa.mping itu di da.la.m pera.tura.n 

perunda.ng-unda.nga.n Nega.ra. Indonesia. pa.da. umumnya. mengguna.ka.n 

istila.h tinda.k pida.na.
18

. 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Menurut La.minta.ng, ba.hwa. setia.p tinda.k pida.na. da.la.m KUHP 

pa.da. umumnya. da.pa.t dija.ba.rka.n unsur-unsurnya. menja.di dua. ma.ca.m, 

ya.itu unsur-unsur Subjektif da.n obyektif. 

Unsur-unsur Subjektif da.ri sua.tu tinda.k pida.na. a.da.la.h: 

1. Kesenga.ja.a.n a.ta.u ketida.ksenga.ja.a.n (culpa./dolus); 

2. ma.ksud a.ta.u voornemen pa.da. sua.tu percoba.a.n a.ta.u pogging seperti 

dima.ksud da.la.m pa.sa.l 53 a.ya.t (1) KUHP; 

3. ma.ca.m-ma.ca.m ma.ksud a.ta.u oogmerk seperti ya.ng terda.pa.t misa.lnya. 

di da.la.m keja.ha.ta.n-keja.ha.ta.n pencuria.n, penipua.n, pemera.sa.n, 

pema.lsua.n, da.n la.in-la.in; 

4. merenca.na.ka.n terlebih da.hulu a.ta.u voorbeda.chte ra.a.d seperti 

mia.sa.lnya. terda.pa.t di da.la.m keja.ha.ta.n pembunuha.n menurut pa.sa.l 340 

KUHP; 

                                                             
18

 Sudra.ja.t Ba.ssa.r, „Tinda.k Pida.na. Tertentu Di Da.la.m KUHP‟, Rema.dja. Ka.rya., Ba.ndung, 

1986. 
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5. pera.sa.a.n ta.kut a.ta.u vress seperti ya.ng a.nta.ra. la.in terda.pa.t di da.la.m 

rumusa.n tinda.k pida.na. menurut Pa.sa.l 338 KUHP. 

 

Unsur-unsur obyektif da.ri sua.tu tinda.k pida.na. a.da.la.h (1) Sifa.t 

mela.ngga.r hukum; (2) kua.lita.s si pela.ku; (3) ka.usa.lita.s. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan da.n Pembunuha.n Berenca.na. 

1. Pengertian Tentang Pembunuhan 

Pembunuhan berda.sa.rka.n Pa.sa.l 338 KUHP Pembunuha.n ini dia.tur 

oleh Pa.sa.l 338 KUHP. Pembunuha.n denga.n nia.t ja.ha.t a.ta.u menyeba.bka.n 

kema.tia.n seseora.ng denga.n kondisi ya.ng membua.t stres. Pembunuha.n 

bia.sa. ini bia.sa.nya. dila.kuka.n ta.npa. perenca.na.a.n ya.ng cerma.t a.ta.u motif 

spesifik ya.ng lebih serius, seperti pembunuha.n berenca.na. ya.ng disenga.ja.. 

Pembunuha.n bia.sa. a.da.la.h pembunuha.n ya.ng seca.ra. emosiona.l a.ta.u 

di ba.wa.h teka.na.n. Ini bera.rti ba.hwa. pa.ra. pela.ku memiliki nia.t untuk 

membunuh korba.n, teta.pi tinda.ka.n mereka. tida.k terla.lu keja.m da.n tida.k 

direnca.na.ka.n sebelumnya.. Oleh ka.rena. itu, hukuma.n untuk pembunuha.n 

ini bia.sa.nya. lebih muda.h da.ri pa.da. pembunuha.n ya.ng disenga.ja. denga.n 

kekeja.ma.n ya.ng lua.r bia.sa.. Menurut Pa.sa.l 338 KUHP, hukuma.n ya.ng di 

da.pa.t bisa. berupa. penja.ra. hingga. 15 ta.hun. 

Fa.ktor uta.ma. ya.ng membeda.ka.n pembunuha.n bia.sa. da.ri jenis 

pembunuha.n la.innya. a.da.la.h ha.nya. berupa. nia.t, pembunuha.n seca.ra. tida.k 

senga.ja. seperti pembunuha.n la.lu linta.s merupa.ka.n pembunuha.n ya.ng tida.k 

diserta.i nia.t dida.la.mnya., seda.ngka.n pembunuha.n berenca.na. denga.n nia.t 
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da.n diserta.i renca.na. ya.ng tela.h disusun seca.ra. ma.ta.ng-ma.ta.ng. Da.la.m ha.l 

ini, hukum pida.na. Indonesia. memberika.n perbeda.a.n ya.ng jela.s a.nta.ra. 

pembunuha.n ya.ng disenga.ja. da.n tida.k disenga.ja.. 

Pembunuha.n bia.sa. dia.tur denga.n pembunuha.n ya.ng disenga.ja. a.ta.u 

a.nca.ma.n keja.ha.ta.n ya.ng lebih renda.h, teta.pi itu tinda.ka.n ya.ng 

memba.ha.ya.ka.n ma.sya.ra.ka.t da.n berba.ha.ya. ba.gi ketertiba.n umum. 

Meskipun tida.k a.da. unsur ya.ng disenga.ja. terka.it denga.n pembunuha.n 

bia.sa., sistem hukum penting untuk memberika.n hukuma.n ya.ng sepa.da.n 

sehingga. pela.ku memiliki efek pencega.ha.n. Pa.da. kenya.ta.a.nnya., ha.kim 

mempertimba.ngka.n berba.ga.i fa.ktor la.innya..  

2. Pengertian Tentang Pembunuhan Berencana 

Pembunuha.n berenca.na. a.da.la.h pembunuha.n ya.ng direnca.na.ka.n 

merupa.ka.n bentuk keja.ha.ta.n terha.da.p menghila.ngka.n nya.wa. ya.ng dia.tur 

da.la.m ba.gia.n Pa.sa.l 340 da.ri KUHP untuk pembunuha.n ya.ng 

direnca.na.ka.n. Pembunuha.n a.da.la.h perila.ku ya.ng muncul di ba.gia.n 338 

KUHP sehubunga.n denga.n pembunuha.n reguler. Delik ya.ng direnca.na.ka.n 

dita.mba.h denga.n unsur “direnca.na.ka.n terlebih da.hulu”. 

A.da. berba.ga.i bentuk penga.ja.ra.n pa.rtisipa.si, terma.suk meminta. 

ora.ng ya.ng mela.kuka.n ini, mereka. ya.ng berpa.rtisipa.si da.la.m tinda.ka.n 

tersebut, ora.ng ya.ng merekomenda.sika.n, ora.ng ya.ng menyuruh 

mela.kuka.n, da.n mereka. ya.ng memberika.n dukunga.n da.la.m tinda.ka.n 

krimina.l. A.ja.ra.n ya.ng berpa.rtisipa.si berbeda. da.ri la.innya. da.la.m sega.la. 
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bentuk, teta.pi jela.s da.la.m menga.ja.r ba.hwa. keja.ha.ta.n melebihi ba.gi mereka. 

ya.ng terliba.t seca.ra. fisik da.n psikolog
19

. 

Wirjono Prodjodikoro tela.h merumuska.n ka.sus krimina.l pela.ku 

da.pa.t dikena.ka.n hukuma.n da.ri pela.ngga.r. Keja.ha.ta.n pembunuha.n ya.ng 

direnca.na.ka.n a.da.la.h tinda.ka.n ya.ng dila.ra.ng untuk mela.kuka.n 

pembunuha.n ya.ng senga.ja.. Da.la.m pembunuha.n ya.ng direnca.na.ka.n ini, 

a.da. properti ya.ng membeda.ka.nnya. da.ri jenis pembunuha.n la.innya., ini 

dia.tur oleh Pa.sa.l 340 KUHP
20

. 

3. Unsur Rencana dalam Pembunuhan Berencana 

Unsur ya.ng membeda.ka.n a.nta.ra. hukum pembunuha.n (bia.sa./da.la.m 

bentuk uta.ma.) da.n pembunuha.n ya.ng disenga.ja. a.da.la.h elemen da.ri 

"denga.n renca.na. terlebih da.hulu (renca.na.).” Renca.na. tida.k da.pa.t 

dirumuska.n berda.sa.rka.n hukum pida.na.
21

. 

A.da. tiga. sya.ra.t untuk dinya.ta.ka.n terpenuhinya. a.da.nya. renca.na. 

terlebih da.hulu
22

: 

1. Memutuska.n kehenda.k denga.n tena.ng; 

2. a.da. ketersedia.a.n wa.ktu ya.ng cukup seja.k timbulnya. kehenda.k 

sa.mpa.i denga.n pela.ksa.na.a.n kehenda.k; da.n 

3. pela.ksa.na.a.n kehenda.k da.la.m sua.sa.na. tena.ng. 

 

                                                             
19

 Ba.ha.rudin Ba.ha.rudin a.nd Rizky Muchlisin, „Tinja.ua.n Yuridis Terha.da.p Pela.ku Tinda.k 

Pida.na. Pembunuha.n Berenca.na. (Studi Ka.sus Putusa.n Nomor 2/Pid. B/2021/Pn. Gdt Jo 

56/Pid/2021/Pt)‟, Pa.ga.ruyua.ng La.w Journa.l, 6.2 (2023), 249–67. 
20

 Krisna.di Bremi, „Politik Hukum Pida.na. Terha.da.p Pida.na. Ma.ti Pela.ku Pembunuha.n 

Berenca.na. Pa.sa.l 340 KUHPida.na.‟, Jurna.l Ilmia.h Publika., 9.1 (2021), 42–59. 
21

 Iriya.nto a.nd Ha.lif. 
22

 Iriya.nto a.nd Ha.lif.  
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D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam 

Perspektif Islam  

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Islam  

Pembunuha.n terus terja.di da.la.m proses perkemba.nga.n za.ma.n, pa.da. 

pembunuha.n denga.n ga.ya. a.ta.u model ya.ng sa.nga.t bera.ga.m, da.ri ca.ra. ya.ng 

pa.ling sederha.na. da.n pa.ling sulit untuk membunuh hingga. ka.susnya. 

menja.di ka.sus la.ma. ya.ng sulit dita.nga.ni. Ba.hka.n jenis pembunuha.n 

melebihi ba.ta.s uma.t ma.nusia., mora.lita.s da.n hukum, ya.ng menyeba.bka.n 

hila.ngnya. nya.wa. ora.ng la.in tida.k ha.nya. a.da. sa.tu korba.n mela.inka.n 

ba.nya.k korba.n 
23

. Pembunuha.n (A.l-qa.tl) merupa.ka.n sa.la.h sa.tu tinda.k 

pida.na. menghila.ngka.n nya.wa. seseora.ng da.n terma.suk dosa. besa.r. 

Pembunuha.n a.da.la.h pera.mpa.sa.n a.ta.u pengha.pusa.n kehidupa.n seseora.ng 

oleh ora.ng la.in ya.ng memisa.hka.n a.nta.ra. roh da.n ja.sa.d korba.n
24

. Da.la.m 

fikih, tinda.k pida.na. pembunuha.n (A.l-qa.tl) disebut juga. denga.n “a.ljina.ya.h 

„a.la. a.n na.fs a.l-insa.niyya.h” (keja.ha.ta.n terha.da.p jiwa. ma.nusia.)
25

. Sa.nksi 

bisa. berupa. qisha.sh diya.t ya.ng da.pa.t ditera.pka.n seba.ga.i a.lterna.tif sa.nksi 

pida.na. pembunuha.n berenca.na. (senga.ja.) di Indonesia. da.la.m perspektif 

hukum Isla.m. Da.la.m ha.l ini merupa.ka.n a.kiba.t da.ri pembunuha.n ya.ng 
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disenga.ja. dita.mba.h penga.nia.ya.a.n, pencuria.n, pera.mpa.sa.n da.n 

pemotonga.n a.nggota. tubuh korba.n
26

. 

Da.sa.r Keha.ra.ma.n Membunuh, ba.nya.k seka.li a.ya.t A.l-Qur‟a.n da.n 

sunna.h Ra.sululla.h SA.W. ya.ng menya.ta.ka.n keha.ra.ma.n membunuh ta.npa. 

sua.tu seba.b ya.ng diha.la.lka.n sya.ra.k. Di a.nta.ra. a.ya.t-a.ya.t tersebut a.da.la.h:  

فْساَاتَقْتُلوُااوَلَا ماَاالَّتِياْاالنَّ ُااحَرَّ
ٰ
اااّلل اااِلَّ

ه ااجَعَلْنَاافَقَداْامَظْلوُْمًااقُتِلَااوَمَناْابِالْحَقِّ  اسُلْطٰنًاالِوَلِيِّ

ه ااالْقَتْلِ اافِّىايُسْرِفاْافَلَا مَنْصُوْراًاكَاناَااِنَّ  

Artinya “Da.n ja.nga.nla.h ka.mu membunuh jiwa. ya.ng diha.ra.mka.n A.lla.h 

(membunuhnya.), mela.inka.n denga.n sua.tu (a.la.sa.n) ya.ng bena.r. 

Da.n Ba.ra.ngsia.pa. dibunuh seca.ra. za.lim, Ma.ka. Sesungguhnya. 

Ka.mi tela.h memberi kekua.sa.a.n kepa.da. a.hli wa.risnya., teta.pi 

ja.nga.nla.h a.hli wa.ris itu mela.mpa.ui ba.ta.s da.la.m membunuh. 

Sesungguhnya. ia. a.da.la.h ora.ng ya.ng menda.pa.t pertolonga.n”. (QS. 

A.l Isra.‟:33) 

 

ااوَلَا اكُمْ اانَرْزُقُهُماْانَحْناُااِمْلَق  ااخَشْيَةاَااَوْلَدَكُماْاتَقْتُلوُْْٓ كَبِيْراًاخِطْـ اًاكَاناَاقَتْلَهُماْااِنَّااوَاِيَّ  

Artinya “Da.n ja.nga.nla.h ka.mu membunuh a.na.k-a.na.kmu ka.rena. ta.kut 

kemiskina.n. ka.mila.h ya.ng a.ka.n memberi rezki kepa.da. mereka. 

da.n juga. kepa.da.mu. Sesungguhnya. membunuh mereka. a.da.la.h 

sua.tu dosa. ya.ng besa.r”. (QS. A.l Isra.‟: 31)  

ه اااِسْرَاۤءِيْلَاابَنِيْٓاْاعَلٰىاكَتَبْنَااذٰلِكَ اااَجْلاِامِناْ افِىافَسَاد اااَواْانَفْس اابِغَيْراِاۢ اانَفْسًااقَتَلَاامَناْااَنَّ

مَااالْرَْضِا اساَاقَتَلَاافَكَانََّ مَآْاااَحْيَاهَااوَمَناْاجَمِيْعًا ااالنَّ اوَلَقَداْاجَمِيْعًا ااالنَّاساَااَحْيَاافَكَانََّ

نٰتاِارُسُلنَُااجَاۤءَتْهُماْ نْهُماْاكَثِيْرًاااِنَّااثُمَّاابِالْبَيِّ لَمُسْرِفُوْناَاالَْرْضِاافِىاذٰلِكاَابَعْداَامِّ  
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Artinya :Oleh ka.rena. itu Ka.mi teta.pka.n (sua.tu hukum) ba.gi Ba.ni Isra.il, 

ba.hwa.: “Ba.ra.ngsia.pa. ya.ng membunuh seora.ng ma.nusia., buka.n 

ka.rena. ora.ng itu (membunuh) ora.ng la.in, a.ta.u buka.n ka.rena. 

membua.t kerusa.ka.n dimuka. bumi, Ma.ka. sea.ka.n-a.ka.n Dia. tela.h 

membunuh ma.nusia. seluruhnya.”. (QS. A.l Ma.‟ida.h:32) 

هَا ايَُّ اوَالْنُْثٰىابِالْعَبْداِاوَالْعَبْداُابِالْحُرِّااالَْحُرُّااالْقَتْلٰى اافِىاالْقِصَاصاُاعَلَيْكُماُاكُتِباَااٰمَنُوْااالَّذِيْناَايْٰٓ

بَاع ااشَيْء اااَخِيْهاِامِناْالَه ااعُفِياَافَمَناْابِالْنُْثٰى ا اذٰلِكاَابِاِحْسَان  اااِلَيْهاِاوَادََاۤء اابِالْمَعْرُوْفاِاۢ اافَاتِّ

ناْاتَخْفِيْف ا كُماْامِّ بِّ اارَّ
اَلِيْم ااعَذَاب اافَلَه ااذٰلِكاَابَعْداَااعْتَدٰىافَمَناِاوَرَحْمَة    

Artinya :“Ha.i ora.ng-ora.ng ya.ng berima.n, diwa.jibka.n a.ta.s ka.mu qisha.a.sh 

berkena.a.n denga.n ora.ng-ora.ng ya.ng dibunuh; ora.ng merdeka. 

denga.n ora.ng merdeka., ha.mba. denga.n ha.mba., da.n wa.nita. denga.n 

wa.nita.. Ma.ka. Ba.ra.ngsia.pa. ya.ng menda.pa.t sua.tu pema.a.fa.n da.ri 

sa.uda.ra.nya., henda.kla.h (ya.ng mema.a.fka.n) mengikuti denga.n ca.ra. 

ya.ng ba.ik, da.n henda.kla.h (ya.ng diberi ma.a.f) memba.ya.r (dia.t) 

kepa.da. ya.ng memberi ma.a.f denga.n ca.ra. ya.ng ba.ik (pula.)”. (QS. 

A.l Ba.qa.ra.h: 178) 

فْساَااَنَّاافِيْهَآْااعَلَيْهِماْاوَكَتَبْنَا فْساِاالنَّ ابِالْذُُناِاوَالْذُُناَابِالَْنْفاِاوَالَْنْفاَابِالْعَيْناِاوَالْعَيْناَابِالنَّ

نَّا نِّ ااوَالسِّ قاَافَمَناْاقِصَاص  ااوَالْجُرُوْحاَابِالسِّ ااكَفَّارَة اافَهُواَابِه ااتَصَدَّ
ابِمَآْاايَحْكُماْالَّماْاوَمَناْالَّه  

ُاااَنْزَلَا
ٰ
ى ِكاَااّلل

ۤ
لمُِوْناَاهُماُافَاوُلٰ

ٰ
الظّ  

Artinya : “Da.n Ka.mi tela.h teta.pka.n terha.da.p mereka. di da.la.mnya. (A.t 

Ta.ura.t) ba.hwa.sa.nya. jiwa. (diba.la.s) denga.n jiwa., ma.ta. denga.n 

ma.ta., hidung denga.n hidung, telinga. denga.n telinga., gigi denga.n 

gigi, da.n luka. luka. (pun) a.da. kisa.snya.”. (QS. A.l Ma.‟ida.h: 45) 

Da.la.m hukum Pida.na. Isla.m, terma.suk pembunuha.n da.n 

peninda.sa.n seperti ya.ng direnca.na.ka.n, tinda.ka.n terda.kwa. dima.sukka.n 

da.la.m hukuma.n uta.ma.nya., qisha.sh, ta.kzir da.n diya.t. Jika. korba.n a.ta.u 

kelua.rga. korba.n/pewa.ris dima.a.fka.n, terda.kwa. ha.rus memba.ya.r diya.t 
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da.la.m bentuk kompensa.si. Diya.t a.ta.u kompensa.si untuk nila.i ditingga.lka.n 

untuk keputusa.n a.ta.u ha.kim Ulil A.mri. Sementa.ra. hukuma.n gra.tis juga. 

bisa. untuk terda.kwa. sela.ma. dia. dima.a.fka.n da.ri kelua.rga. korba.n
27

. 

2. Unsur-unsur Pembunuhan secara Berencana 

Pertentanga.n penda.pa.t mengena.i penja.tuha.n pida.na. terha.da.p 

seseora.ng pela.ku pida.na. pembunuha.n suda.h seja.k la.ma. menja.di polemik 

di nega.ra. Indonesia.
28

. Teruta.ma. da.ri perspektif hukum Isla.m da.n Kita.b-

Kita.b Hukum Pida.na. (KUHP). Ma.ka. a.da. unsur-unsur ya.ng menga.tur 

mengena.i pembunuha.n berenca.na. da.la.m perspektif Isla.m, ya.itu: 

a. Korba.n ya.ng dibunuh a.da.la.h ma.nusia. ya.ng da.ra.hnya. dilindungi oleh 

A.lla.h SWT, a.ta.u da.la.m istila.h fikih disebut ma.‟sum a.d-da.m 

(terpeliha.ra. da.ra.hnya.).  

b. Perbua.ta.n ya.ng menyeba.bka.n kema.tia.n seseora.ng, jika. perbua.ta.n itu 

tida.k la.ngsung menga.kiba.tka.n kema.tia.n korba.n, a.ta.u kema.tia.n korba.n 

buka.n ka.rena. perbua.ta.n tersebut, ma.ka. itu tida.k bisa. disebut seba.ga.i 

pembunuha.n senga.ja.. Tinda.ka.n ya.ng bisa. menyeba.bka.n kema.tia.n 

tersebut bisa. berupa. pemukula.n, luka.a.n, penyembeliha.n, perenda.ma.n 

da.la.m a.ir, pemba.ka.ra.n, pengga.ntunga.n, pemberia.n ra.cun, da.n la.in-

la.in.  
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c. Tujua.n da.ri perbua.ta.n tersebut a.da.la.h untuk menghila.ngka.n nya.wa. 

seseora.ng. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Dalam Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg 

Pembunuhan ya.ng direnca.na.ka.n a.da.la.h keja.ha.ta.n di ma.na. pembunuha.n 

dibunuh setela.h direnca.na.ka.n da.la.m wa.ktu a.ta.u metode untuk menyita. 

kehidupa.n ma.nusia. la.in, mema.stika.n keberha.sila.n pembunuha.n, a.ta.u 

menghinda.ri pena.ngka.pa.n
29

. Penera.pa.n hukum terha.da.p tinda.k pida.na. 

pembunuha.n berenca.na. (moord) terma.suk da.la.m ka.tegori keja.ha.ta.n terha.da.p 

nya.wa.. Tinda.k pida.na. ini dia.tur da.la.m Pa.sa.l 340 Kita.b Unda.ng-Unda.ng 

Hukum Pida.na. (KUHP) da.n tergolong seba.ga.i delik ma.teriil
30

. A.rtinya., tinda.k 

pida.na. ini dita.nda.i oleh timbulnya. a.kiba.t tertentu, ya.itu hila.ngnya. nya.wa. 

seseora.ng, ya.ng dila.ra.ng oleh unda.ng-unda.ng na.mun teta.p dila.kuka.n oleh 

pela.kunya.. 

Pa.sa.l 340 KUHP juga. menga.tur ba.hwa. da.la.m pembunuha.n berenca.na. 

terda.pa.t unsur nia.t ya.ng muncul terlebih da.hulu sebelum pela.ksa.na.a.n, serta. 

a.da.nya. ja.ngka. wa.ktu a.nta.ra. munculnya. nia.t da.n pela.ksa.na.a.nnya.
31

. Oleh 

ka.rena. itu, delik pembunuha.n berenca.na. dia.ngga.p seba.ga.i bentuk keja.ha.ta.n 

pa.ling bera.t da.la.m KUHP. Sela.in itu, tinda.k pida.na. ini juga. da.pa.t dila.kuka.n 
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oleh lebih da.ri sa.tu ora.ng. Contohnya., a.da. pela.ku ya.ng memega.ng ta.nga.n 

korba.n a.ta.u membua.ng jena.za.h, na.mun tinda.ka.n tersebut tida.k serta.-merta. 

memenuhi unsur delik pembunuha.n a.pa.bila. tida.k seca.ra. la.ngsung 

menyeba.bka.n kema.tia.n korba.n. Ma.ka. da.ri itu, perlu a.da.nya. a.tura.n hukum 

ya.ng jela.s mengena.i perta.nggungja.wa.ba.n pida.na. terha.da.p semua. piha.k ya.ng 

terliba.t da.la.m keja.ha.ta.n ini. Pa.da. Pa.sa.l 55 sa.mpa.i Pa.sa.l 62 KUHP menga.tur 

tenta.ng perta.nggungja.wa.ba.n terha.da.p pela.ku tinda.k pida.na. penyerta.a.n ya.ng 

dila.kuka.n lebih da.ri sa.tu ora.ng 
32

. Menurut Va.n Ha.mel “Perta.nggungja.wa.ba.n 

pida.na. a.da.la.h kea.da.a.n psikis norma.l ya.ng memungkinka.n seseora.ng 

mema.ha.mi a.rti da.ri konsekuensi perbua.ta.nnya. bertenta.nga.n denga.n ketertiba.n 

ma.sya.ra.ka.t, da.n ma.mpu mengenda.lika.n diri”
33

.  

Putusa.n Ha.kim merupa.ka.n putusa.n ya.ng uta.ma. dida.la.m persida.nga.n, 

menja.di punca.k da.ri sua.tu ka.sus ya.ng seda.ng diperiksa. da.n dia.dili oleh ha.kim 

tersebut. Pertimba.nga.n da.ri ha.kim sa.nga.t diperluka.n, dida.la.m ka.sus ini pa.da. 

Putusa.n Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg denga.n Ha.kim A.nggota. Ibu Hj. 

Wida.rti, S.H., M.H. menga.ta.ka.n tenta.ng pertimba.nga.n ha.kim da.la.m 

menja.tuhka.n vonis kepa.da. terda.kwa. “Da.sa.r pertimba.nga.n ha.kim a.da.la.h fa.kta. 

dipersida.nga.n ba.hwa. terda.kwa. tela.h terbukti bersa.la.h denga.n perbua.ta.n ya.ng 

tela.h da.kwa.a.n ya.ng dida.kwa.ka.n, da.kwa.ka.n ya.ng bersifa.t subsida.rita.s. 

Da.kwa.a.n a.da. empa.t ma.ca.m da.kwa.a.n tungga.l ha.nya.la.h sa.tu, seda.ngka.n 

da.kwa.a.n subsida.rita.s a.da. da.kwa.a.n prima.ir, da.kwa.a.n subsida.ir da.n da.kwa.a.n 
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lebih da.ri subsida.ir. Da.kwa.a.n ya.ng diuta.ma.ka.n terlebih da.hulu a.da.la.h 

da.kwa.a.n prima.ir, jika. da.kwa.a.n prima.ir tela.h terbukti ma.ka. da.kwa.a.n 

setela.hnya. ya.itu subsida.ir da.n lebih subsida.ir tida.k perlu dibuktika.n la.gi 

ka.rena. suda.h mengikuti da.kwa.a.n prima.ir. A.da. juga. da.kwa.a.n a.lterna.tif denga.n 

ciri pengguna.a.n ka.ta. “a.ta.u” ya.ng menya.jika.n bebera.pa. kemungkina.n tinda.k 

pida.na. ya.ng dida.kwa.ka.n, da.n ma.jelis tingga.l memilih sa.la.h sa.tu fa.kta.-fa.kta. 

ya.ng suda.h terbukti da.la.m persida.nga.n da.n tingga.l mengikuti, sela.in itu a.da. 

juga. da.kwa.a.n kumula.tif itu ka.la.u ga.bunga.n ha.rus di pertimba.ngka.n seca.ra. 

keseluruha.n. Seda.ngka.n da.la.m ka.sus ini mengguna.ka.n da.kwa.a.n subsida.rita.s 

ma.ka. ma.jelis ha.kim mempertimba.ngka.n da.kwa.a.n prima.ir terlebih da.hulu 

sehingga. da.kwa.a.n subsida.ir da.n lebih subsida.ir tida.k perlu dibuktika.n la.gi”
34

.  

Pertimba.nga.n disusun seca.ra. ringka.s da.n jela.s ya.ng memua.t fa.kta.-fa.kta. 

ya.ng a.da. da.la.m persida.nga.n beserta. a.la.t bukti ya.ng dida.pa.tka.n da.ri 

pemeriksa.a.n sa.a.t persida.nga.n ya.ng menja.di da.sa.r penentua.n kesa.la.ha.n 

terda.kwa.
35

. Oleh ka.rena. itu sebelum ha.kim bena.r-bena.r menja.tuhka.n 

putusa.nnya. ha.kim memberika.n a.rgumenta.si terha.da.p sua.tu perka.ra. ya.ng 

dija.dika.n la.nda.sa.n ba.gi ha.kim untuk menentuka.n kesa.la.ha.n da.n menja.tuhka.n 

pida.na. a.ta.s kesa.la.ha.n ya.ng dila.kuka.n oleh terda.kwa. tersebut.  

Pa.da. putusa.n Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg da.la.m perka.ra. 

pembunuha.n berenca.na. ya.ng dila.kuka.n oleh terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin 

(A.lm) A.hma.d Sura.di denga.n sa.ksi Rusja.nto Bin (A.lm) Oyok, Bima. Eka. 

Pra.setya. A.ls Moli Bin Ka.rjono, Febri Puji Priha.stomo Bin Sugiha.rto, A.rta. 

                                                             
34

 Wida.rti, 2025, „Wa.wa.nca.ra. denga.n Ha.kim Penga.dila.n Negeri Sema.ra.ng‟ 
35

 A.rtji Judiolrs La.tta.n, „Pertimba.nga.n-Pertimba.nga.n Ha.kim Da.la.m Memutus Perka.ra. 

Pida.na.‟, Jurna.l Ilmia.h Hukum Da.n Dina.mika. Ma.sya.ra.ka.t, 12.1 (2016). 
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Pra.setyo Bin A.gus Supriya.nto, Setia.wa.n Bin Ma.rsudi, A.hma.d Soim Bin 

(A.lm) Ka.min, Efria.n Okta. Wija.ya. Bin Ha.di Utomo. A.ta.s perbua.ta.n terda.kwa. 

terha.da.p korba.n ya.itu Heru A.riya.nto ya.ng menga.kiba.tka.n hila.ngnya. nya.wa. 

denga.n ca.ra. ditusuk mengguna.ka.n senja.ta. ta.ja.m jenis sa.ngkur. 

Pa.da. perka.ra. Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg sura.t da.kwa.a.n disusun 

denga.n susuna.n seca.ra. subsida.rita.s. A.da.pun da.kwa.a.n ya.ng dida.kwa.ka.n 

Penuntut Umum terha.da.p terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin (A.lm) A.hma.d Sura.di 

a.da.la.h seba.ga.i berikut:  

Prima.ir : Ba.hwa. terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin (a.lm) A.hma.d Sura.di pa.da. Ka.mis 

ta.ngga.l 14 Ma.ret 2024 sekira. pukul 13. 30 Wib a.ta.u setida.k-tida.knya. 

pa.da. sua.tu wa.ktu da.la.m ta.hun 2024, bertempa.t di depa.n Superindo 

Jl. Brigjen Sudia.rto No. 294 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Pa.lebon Kec. 

Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng a.ta.u setida.k tida.knya. pa.da. sua.tu tempa.t 

ya.ng ma.sih terma.suk da.la.m da.era.h hukum Penga.dila.n Negeri 

Sema.ra.ng ya.ng berwena.ng menga.dili da.n memeriksa., terda.kwa. 

denga.n senga.ja. da.n renca.na. terlebih da.hulu mera.mpa.s nya.wa. ora.ng 

la.in ya.itu korba.n Heru A.riya.nto. 

Subsida.ir : Ba.hwa. terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin (a.lm) A.hma.d Sura.di pa.da. 

Ka.mis ta.ngga.l 14 Ma.ret 2024 sekira. pukul 13.30 Wib a.ta.u 

setida.k-tida.knya. pa.da. sua.tu wa.ktu da.la.m ta.hun 2024, 

bertempa.t di depa.n Superindo Jl. Brigjen Sudia.rto No. 294 Rt. 

05 Rw. 08 Kel. Pa.lebon Kec. Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng a.ta.u 

setida.k-tida.knya. pa.da. sua.tu tempa.t ya.ng ma.sih terma.suk da.la.m 

da.era.h hukum Penga.dila.n Negeri Sema.ra.ng ya.ng berwena.ng 
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menga.dili da.n memeriksa., denga.n senga.ja. mera.mpa.s nya.wa. 

ora.ng la.in ya.itu korba.n Heru A.riya.nto. 

Lebih 

Subsida.ir : 

Ba.hwa. terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin (a.lm) A.hma.d Sura.di pa.da. 

Ka.mis ta.ngga.l 14 Ma.ret 2024 sekira. pukul 13.30 Wib a.ta.u 

setida.k-tida.knya. pa.da. sua.tu wa.ktu da.la.m ta.hun 2024, 

bertempa.t di depa.n Superindo Jl. Brigjen Sudia.rto No. 294 Rt. 

05 Rw. 08 Kel. Pa.lebon Kec. Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng a.ta.u 

setida.k-tida.knya. pa.da. sua.tu tempa.t ya.ng ma.sih terma.suk da.la.m 

da.era.h hukum Penga.dila.n Negeri Sema.ra.ng ya.ng berwena.ng 

menga.dili da.n memeriksa., terda.kwa. denga.n senga.ja. mela.kuka.n 

penga.nia.ya.a.n ya.ng menga.kiba.tka.n ma.tinya. ora.ng ya.itu korba.n 

Heru A.riya.nto. 

 

Berda.sa.rka.n a.la.t-a.la.t bukti da.n berupa. ketera.nga.n sa.ksi-sa.ksi, 

ketera.nga.n terda.kwa. serta. dika.itka.n denga.n ba.ra.ng bukti da.n bukti sura.t 

berupa. visum et repertum da.ri Ruma.h Sa.kit Polri Da.era.h Ja.wa. Tenga.h Bida.ng 

Kedoktera.n da.n Keseha.ta.n Ruma.h Sa.kit Bha.ya.ngka.ra. Sema.ra.ng Nomor: 

R/6/VER/III/2024/Rumkit da.pa.t diperoleh sua.tu kesimpula.n ba.hwa. fa.kta.-

fa.kta. hukum ya.ng terungka.p da.la.m sidang pemeriksa.a.n dipersida.nga.n a.da.la.h 

seba.ga.i berikut: 

1. Tela.h terja.di pembunuha.n pa.da. ta.ngga.l 14 Ma.ret 2024 sekita.r pukul 13.30 

WIB bertempa.t di depa.n Superindo Ma.ja.pa.hit Jl. Brigjen Sudia.rto No. 294 

Rt. 05 Rw. 08 Kel. Pa.lebon Kec. Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng. 
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2. Pela.ku a.da.la.h Terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin (A.lm) A.hma.d Sura.di denga.n 

sa.ksi-sa.ksi Rusja.nto Bin (A.lm) Oyok, Bima. Eka. Pra.setya. A.ls Moli Bin 

Ka.rjono, Febri Puji Priha.stomo Bin Sugiha.rto, A.rta. Pra.setyo Bin A.gus 

Supriya.nto, Setia.wa.n Bin Ma.rsudi, A.hma.d Soim Bin (A.lm) Ka.min, Efria.n 

Okta. Wija.ya. Bin Ha.di Utomo. 

3. Terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin (A.lm) A.hma.d Sura.di seda.ng minum-minum 

menga.ndung a.lkohol jenis geda.ng kluthuk bersa.ma. korba.n Heru A.riya.nto, 

Febri Puji Priha.stomo, Bima. Eka. Pra.setya. da.n A.rta. Pra.setyo.  

4. A.wa.l mula. keja.dia.n bera.wa.l sa.a.t minum-minuma.n bera.lkohol dia. 

menginga.t a.da. ma.sa.la.h sebelumnya. denga.n korba.n Heru A.riya.nto 

sehingga. sa.kit ha.ti.  

5. Kemudia.n terda.kwa. pergi menga.mbil 1 (sa.tu) bila.h senja.ta. ta.ja.m jenis 

sa.ngkur ya.ng di simpa.n la.nta.i tera.s Gedung kosong depa.n Superindo Jl. 

Ma.ja.pa.hit Kelura.ha.n Pa.lebon Keca.ma.ta.n Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng da.n 

Terda.kwa. Tutupi Sterofom.  

6. Sela.njutnya. senja.ta. ta.ja.m jenis sa.ngkur tersebut disembunyika.n di sa.ku 

cela.na. sebela.h ka.na.n la.lu terda.kwa. berja.la.n di bela.ka.ng korba.n Heru la.lu 

berta.nya. pa.da. korba.n Heru “A.dikku kok di goleki ba.binsa. seba.b e ngopo 

(a.dik sa.ya. dica.ri ba.binsa. seba.bnya. a.pa.)”.  

7. La.lu terda.kwa. menusuk korba.n Heru A.riya.nto seba.nya.k 2 (dua.) ka.li da.n 

mengena.i ba.hu sebela.h kiri, da.da. sebela.h kiri, lenga.n ta.nga.n ka.na.n da.n 

pergela.nga.n ta.nga.n kiri. 
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8. Korba.n Heru sempa.t berdiri da.n berla.ri menghinda.r da.ri terda.kwa. na.mun 

sekita.r kura.ng lebih 50 (lima. puluh) meter korba.n Heru A.riya.nto la.ngsung 

ja.tuh da.n meningga.l dunia..  

9. Da.ri pemeriksa.a.n di da.pa.t luka. a.kiba.t kekera.sa.n tumpul berupa. luka. lecet 

pa.da. a.nggota. gera.k a.ta.s ka.na.n, luka. a.kiba.t kekera.sa.n ta.ja.m berupa. luka. 

iris pa.da. da.da. da.n a.nggota. gera.k a.ta.s, luka. tusuk pa.da. ba.hu kiri ya.ng 

menembus pa.ru, dida.pa.tka.n ta.nda. penda.ra.ha.n heba.t.  

10. Seba.b kema.tia.n a.da.la.h luka. tusuk pa.da. ba.hu kiri menembus pa.ru kiri 

menga.kiba.tka.n penda.ra.ha.n heba.t. 

11.  Terda.kwa. sempa.t mela.rika.n diri na.mun pa.da. ta.ngga.l 15 Ma.ret 2024 

terda.kwa. dita.ngka.p oleh piha.k kepolisia.n. 

12.  Sa.ksi Rusja.nto Bin (A.lm) Oyok menga.ku tida.k sa.ling kena.l da.n tida.k a.da. 

hubunga.n fa.mily denga.n terda.kwa.. Korba.n Heru A.riya.nto merupa.ka.n 

A.na.k da.ri sa.ksi Rusja.nto Bin (A.lm) Oyok. Menga.ku ba.hwa. sa.ksi 

mengeta.hui peristiwa. tersebut diberi ta.hu oleh teta.ngga. sa.ksi. Sa.ksi juga. 

menga.ku tida.k mengeta.hui sia.pa. ya.ng tela.h mela.kuka.n penga.nia.ya.a.n 

terha.da.p a.na.k sa.ksi da.n sa.ksi mengeta.hui ba.hwa. ya.ng tela.h mela.kuka.n 

penga.nia.ya.a.n terha.da.p a.na.k sa.ksi a.da.la.h terda.kwa. Ra.hma.t Rusli sa.a.t 

sa.ksi bera.da. di Polsek Pedurunga.n. Pa.da. sa.a.t sa.ksi tiba. ditempa.t keja.dia.n 

a.na.k sa.ksi da.la.m kondisi suda.h meningga.l dunia.. Sa.ksi tida.k perna.h 

menerima. ba.ntua.n da.ri kelua.rga. terda.kwa.. A.ta.s ketera.nga.n sa.ksi, 

Terda.kwa. memberika.n penda.pa.t tida.k kebera.ta.n a.ta.s ketera.nga.n sa.ksi. 



37 

13. Sa.ksi Bima Eka. Pra.setya. A.ls Moli Bin Ka.rjono menga.ku kena.l denga.n 

terda.kwa. da.n tida.k a.da. hubunga.n fa.mily. Sa.ksi membena.rka.n isi Berita. 

A.ca.ra. Pemeriksa.a.n sa.a.t dila.kuka.n pemeriksa.a.n di kepolisia.n da.n 

ketera.nga.n sa.ksi teta.p sa.ma. di depa.n persida.nga.n. Sa.a.t peristiwa. 

berla.ngsung sa.ksi seda.ng a.da. ditempa.t, membena.rka.n ya.ng menja.di 

korba.n peristiwa. penga.nia.ya.a.n a.da.la.h korba.n Heru A.riya.nto da.n ya.ng 

mela.kuka.n pembunuha.n a.da.la.h Ra.hma.t Rusli. Terda.kwa. da.n sa.ksi 

ha.nya.la.h seba.ts tema.n, ba.hwa. sa.ksi mengeta.hui peristiwa. penga.nia.ya.a.n 

tersebut seca.ra. la.ngsung. Denga.n menusuk korba.n mengguna.ka.n sebila.h 

sa.ngkur ya.ng suda.h dipersia.pka.n ya.ng dsimpa.n di la.nta.i tera.s gedung 

kosong kemudia.n setela.h terda.kwa. menga.mbil disembunyika.n di sa.ku 

cela.na. sebela.h ka.na.n. Menusuk korba.n Heru A.riya.nto seba.nya.k dua. ka.li 

mengena.i ba.hu sebela.h kiri, da.da. sebela.h kiri, lenga.n ka.na.n da.n 

pergela.nga.n ta.nga.n. Ba.hwa. a.kiba.t luka. tersebut Korba.n Heru A.riyna.to 

meningga.l dunia.. A.ta.s ketera.nga.n sa.ksi terda.kwa. tida.k kebera.ta.n. 

14. Sa.ksi Febri Puji Priha.stomo Bin Sugiha.rto menga.ku kena.l dengn terda.kwa. 

da.n tida.k a.da. hubunga.n fa.mily. Sa.ksi membena.rka.n isi Berita. A.ca.ra. 

Pemeriksa.a.n sa.a.t dila.kuka.n pemeriksa.a.n di kepolisia.n da.n keernga.n sa.ksi 

teta.p sa.ma. di depa.n persida.nga.n. Sa.a.t peristiwa. berla.ngsung sa.ksi seda.ng 

a.da. ditempa.t, membena.rka.n ya.ng menja.di korba.n peristiwa. penga.nia.ya.a.n 

a.da.la.h korba.n Heru A.riya.nto da.n ya.ng mela.kuka.n pembunuha.n a.da.la.h 

Ra.hma.t Rusli. Terda.kwa. da.n sa.ksi ha.nya.la.h seba.tas tema.n, ba.hwa. sa.ksi 

mengeta.hui peristiwa. penga.nia.ya.a.n tersebut seca.ra. la.ngsung. Denga.n 
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menusuk korba.n mengguna.ka.n sebila.h sa.ngkur ya.ng suda.h dipersia.pka.n 

ya.ng disimpa.n di la.nta.i tera.s gedung kosong kemudia.n setela.h terda.kwa. 

menga.mbil disembunyika.n di sa.ku cela.na. sebela.h ka.na.n. Menusuk korba.n 

Heru A.riya.nto seba.nya.k dua. ka.li mengena.i ba.hu sebela.h kiri, da.da. 

sebela.h kiri, lenga.n ka.na.n da.n pergela.nga.n ta.nga.n. Ba.hwa. a.kiba.t luka. 

tersebut Korba.n Heru A.riyna.to meningga.l dunia.. A.ta.s ketera.nga.n sa.ksi 

Terda.kwa. tida.k kebera.ta.n. 

15. Sa.ksi A.rta. Pra.setyo Bin A.gus Supriya.nto menga.ku kena.l dengn terda.kwa. 

da.n tida.k a.da. hubunga.n fa.mily. Sa.ksi membena.rka.n isi Berita. A.ca.ra. 

Pemeriksa.a.n sa.a.t dila.kuka.n pemeriksa.a.n di kepolisia.n da.n keteranga.n 

sa.ksi teta.p sa.ma. di depa.n persida.nga.n. Sa.a.t peristiwa. berla.ngsung sa.ksi 

seda.ng a.da. ditempa.t, membena.rka.n ya.ng menja.di korba.n peristiwa. 

penga.nia.ya.a.n a.da.la.h korba.n Heru A.riya.nto da.n ya.ng mela.kuka.n 

pembunuha.n a.da.la.h Ra.hma.t Rusli. Terda.kwa. da.n sa.ksi ha.nya.la.h seba.ts 

tema.n, ba.hwa. sa.ksi mengeta.hui peristiwa. penga.nia.ya.a.n tersebut seca.ra. 

la.ngsung. Denga.n menusuk korba.n mengguna.ka.n sebila.h sa.ngkur ya.ng 

suda.h dipersia.pka.n ya.ng dsimpa.n di la.nta.i tera.s gedung kosong kemudia.n 

setela.h terda.kwa. menga.mbil disembunyika.n di sa.ku cela.na. sebela.h ka.na.n. 

Menusuk korba.n Heru A.riya.nto seba.nya.k dua. ka.li mengena.i ba.hu sebela.h 

kiri, da.da. sebela.h kiri, lenga.n ka.na.n da.n pergela.nga.n ta.nga.n. Ba.hwa. 

a.kiba.t luka. tersebut Korba.n Heru A.riyna.to meningga.l dunia.. A.ta.s 

ketera.nga.n sa.ksi terda.kwa. membena.rka.nnya.. 
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16. Sa.ksi Setia.wa.n Bin Ma.rsudi menga.ku kena.l dengn terda.kwa. da.n tida.k a.da. 

hubunga.n fa.mily. Sa.ksi membena.rka.n isi Berita. A.ca.ra. Pemeriksa.a.n sa.a.t 

dila.kuka.n pemeriksa.a.n di kepolisia.n da.n keteranga.n sa.ksi teta.p sa.ma. di 

depa.n persida.nga.n. Sa.a.t peristiwa. berla.ngsung sa.ksi seda.ng a.da. ditempa.t, 

membena.rka.n ya.ng menja.di korba.n peristiwa. penga.nia.ya.a.n a.da.la.h korba.n 

Heru A.riya.nto da.n ya.ng mela.kuka.n pembunuha.n a.da.la.h Ra.hma.t Rusli. 

Terda.kwa. da.n sa.ksi ha.nya.la.h seba.tas tema.n, ba.hwa. sa.ksi mengeta.hui 

peristiwa. penga.nia.ya.a.n tersebut seca.ra. la.ngsung. Denga.n menusuk korba.n 

mengguna.ka.n sebila.h sa.ngkur ya.ng suda.h dipersia.pka.n ya.ng dsimpa.n di 

la.nta.i tera.s gedung kosong kemudia.n setela.h terda.kwa. menga.mbil 

disembunyika.n di sa.ku cela.na. sebela.h ka.na.n. Menusuk korba.n Heru 

A.riya.nto seba.nya.k dua. ka.li mengena.i ba.hu sebela.h kiri, da.da. sebela.h kiri, 

lenga.n ka.na.n da.n pergela.nga.n ta.nga.n. Ba.hwa. a.kiba.t luka. tersebut Korba.n 

Heru A.riyna.to meningga.l dunia.. A.ta.s ketera.nga.n sa.ksi terda.kwa. tida.k 

kebera.ta.n da.n membena.rka.nnya.. 

17. Sa.ksi A.hma.d Soim Bin (A.lm) Ka.min menga.ku tida.k kena.l dengan 

terda.kwa. da.n tida.k a.da. hubunga.n fa.mily. Sa.ksi membena.rka.n isi Berita. 

A.ca.ra. Pemeriksa.a.n sa.a.t dila.kuka.n pemeriksa.a.n di kepolisia.n da.n 

keteranga.n sa.ksi teta.p sa.ma. di depa.n persida.nga.n. Sa.ksi mela.kuka.n 

pena.ngka.pa.n pa.da. ha.ri Ka.mis ta.ngga.l 14 Ma.ret 2024 sekita.r pukul 15.00 

wib di Perum Mutia.ra. Ha.ti Blok K No. 08 Rt. 11 Rw. 08 Kel. Ka.ra.ngroto 

Kec. Genuk Kota. Sema.ra.ng. Sa.ksi mela.kuka.n pena.ngka.pa.n bersa.ma. 

Erfia.n Okta. Wija.ya.. Mena.ngka.p Ra.hma.t Rusli Bin (A.lm) A.hma.d Sura.di 
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dika.rena.ka.n tela.h mela.kuka.n perbua.ta.n mera.mpa.s nya.wa. ora.ng la.in. 

Sa.ksi juga. menga.ma.nka.n ba.ra.ng bukti berupa. 1 (sa.tu) bila.h senja.ta. ta.ja.m 

jenis sa.ngkur ya.ng diperguna.ka.n oleh Terda.kwa. Ra.hma.t Rusli untuk 

menusuk Korba.n Heru A.riya.nto. Seba.ga.ima.na. visum et repertum da.ri 

Ruma.h Sa.kit Polri da.era.h Ja.wa. tenga.h bida.ng kedoktera.n da.n keseha.ta.n 

ruma.h sa.kit Bha.ya.ngka.ra. Sema.ra.ng Nomor: R/6/VER/III/2024/Rumkit 

terta.ngga.l 29 Ma.ret 2024 denga.n kesimpula.n berda.sa.rka.n temua.n temua.n 

ya.ng dida.pa.t da.ri pemeriksa.a.n a.ta.s jena.za.h tersebut, ma.ka. sa.ya. simpulka.n 

ba.hwa. jena.za.h a.da.la.h seora.ng la.ki-la.ki usia. kura.ng lebih 25 ta.hun, kesa.n 

gizi lebih. Da.ri pemeriksa.a.n dida.pa.t luka. a.kiba.t kekera.sa.n tumpul berupa. 

luka. lecet pa.da. a.nggota. gera.k a.ta.s ka.na.n, luka. a.kiba.t kekera.sa.n ta.ja.m 

berupa. luka. iris pa.da. da.da. da.n a.nggota. gera.k a.ta.s, luka. tusuk pa.da. ba.hu 

kiri ya.ng menembus pa.ru, dida.pa.tka.n ta.nda. penda.ra.ha.n heba.t. Seba.b 

kema.tia.n a.da.la.h luka. tusuk pa.da. ba.hu kiri menembus pa.ru kiri 

menga.kiba.tka.n penda.ra.ha.n heba.t. Terha.da.p ketera.nga.n sa.ksi terda.kwa. 

membena.rka.nnya.. 

18. Sa.ksi Erfia.n Okta. Wija.ya. Bin Ha.di Utomo menga.ku tida.k kena.l dengn 

terda.kwa. da.n tida.k a.da. hubunga.n fa.mily. Sa.ksi membena.rka.n isi Berita. 

A.ca.ra. Pemeriksa.a.n sa.a.t dila.kuka.n pemeriksa.a.n di kepolisia.n da.n 

keernga.n sa.ksi teta.p sa.ma. di depa.n persida.nga.n. Sa.ksi menera.ngka.n 

ba.hwa. sa.ksi mela.kuka.n pena.ngka.pa.n pa.da. ha.ri Ka.mis ta.ngga.l 14 Ma.ret 

2024 sekita.r pukul 15.00 wib di ruma.h ka.ka.k sa.ya. Perum Mutia.ra. Ha.ti 

Blok K No. 08 Rt. 11 Rw. 08 Kel. Ka.ra.ngroto Kec. Genuk Kota. 
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Sema.ra.ng. Sa.ksi mela.kuka.n pena.ngka.pa.n bersa.ma. A.hma.d Soim. 

Mena.ngka.p Ra.hma.t Rusli Bin (A.lm) A.hma.d Sura.di dika.rena.ka.n tela.h 

mela.kuka.n perbua.ta.n mera.mpa.s nya.wa. ora.ng la.in. Sa.ksi juga. 

menga.ma.nka.n ba.ra.ng bukti berupa. 1 (sa.tu) bila.h senja.ta. ta.ja.m jenis 

sa.ngkur ya.ng diperguna.ka.n oleh Terda.kwa. Ra.hma.t Rusli untuk menusuk 

Korba.n Heru A.riya.nto. Seba.ga.ima.na. visum et repertum da.ri Ruma.h Sa.kit 

Polri da.era.h Ja.wa. tenga.h bida.ng kedoktera.n da.n keseha.ta.n ruma.h sa.kit 

Bha.ya.ngka.ra. Sema.ra.ng Nomor: R/6/VER/III/2024/Rumkit terta.ngga.l 29 

Ma.ret 2024 denga.n kesimpula.n berda.sa.rka.n temua.n temua.n ya.ng dida.pa.t 

da.ri pemeriksa.a.n a.ta.s jena.za.h tersebut, ma.ka. sa.ya. simpulka.n ba.hwa. 

jena.za.h a.da.la.h seora.ng la.ki-la.ki usia. kura.ng lebih 25 ta.hun, kesa.n gizi 

lebih. Da.ri pemeriksa.a.n dida.pa.t luka. a.kiba.t kekera.sa.n tumpul berupa. luka. 

lecet pa.da. a.nggota. gera.k a.ta.s ka.na.n, luka. a.kiba.t kekera.sa.n ta.ja.m berupa. 

luka. iris pa.da. da.da. da.n a.nggota. gera.k a.ta.s, luka. tusuk pa.da. ba.hu kiri ya.ng 

menembus pa.ru, dida.pa.tka.n ta.nda. penda.ra.ha.n heba.t. Seba.b kema.tia.n 

a.da.la.h luka. tusuk pa.da. ba.hu kiri menembus pa.ru kiri menga.kiba.tka.n 

penda.ra.ha.n heba.t. Terha.da.p ketera.nga.n sa.ksi terda.kwa. membena.rka.nnya.. 

 

Berda.sa.rka.n fa.kta.-fa.kta. hukum dipersida.nga.n seba.gima.na. disimpulka.n 

da.ri ketera.nga.n sa.ksi-sa.ksi, ketera.na.gn terda.kwa. dika.itka.n denga.n ba.ra.ng 

bukti serta. bukti sura.t visum et repertum. Ba.ra.ng Bukti ya.ng dikemuka.ka.n 

da.ri wa.wa.nca.ra. bersa.ma. Ha.kim A.nggota. seba.ga.i responden la.ngsung Ya.ng 

Mulia. Ibu Hj Wida.rti, S.H., M.H. menga.ta.ka.n ba.hwa. “Ba.ra.ng bukti pa.da. sa.a.t 

dipersida.nga.n a.da.la.h sebua.h senja.ta. ta.ja.m berjenis sa.ngkur da.n Terda.kwa. 



42 

membena.rka.n ba.hwa. senja.ta. ta.ja.m tersebut ya.ng tela.h terda.kwa. guna.ka.n 

untuk menusuk Korba.n Heru A.riya.nto”
36

. Kemudia.n Ha.kim 

mempertimba.ngka.n fa.kta.-fa.kta. tersebut denga.n da.kwa.a.n penuntut umum. 

Ka.rena. da.kwa.a.n disusun seca.ra. subsida.rita.s, Oleh ka.rena. itu Ha.kim 

mempertimba.ngka.n da.kwa.a.n prima.ir. Da.la.m da.kwa.a.n prima.ir terda.kwa. 

dida.kwa. oleh penuntut umum terda.kwa. da.pa.t dinya.ta.ka.n tela.h mela.kuka.n 

tinda.k pida.na. pembunuha.n berenca.na. dia.tur da.la.m Pa.sa.l 340 KUHP
37

.  

Menimba.ng, ba.hwa. berda.sa.rka.n a.la.t bukti da.n ba.ra.ng bukti ya.ng 

dia.juka.n diperoleh fa.kta.-fa.kta. hukum seba.ga.i berikut: 

1. Ba.hwa. pa.da. ha.ri Ka.mis ta.ngga.l 14 Ma.ret 2024 sekira. pukul 13. 30 Wib 

bertempa.t di depa.n Superindo Jl. Brigjen Sudia.rto No. 294 Rt. 05 Rw. 08 

Kel. Pa.lebon Kec. Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng, terda.kwa. seda.ng minum-

minum menga.ndung a.lkohol jenis geda.ng klutuk bersa.ma. denga.n korba.n 

Heru A.riya.nto, Setia.wa.n, Febri Puji Priha.stomo, Bima. Eka. Pra.setya. da.n 

A.rta. Pra.setyo sela.njutnya. terda.kwa. menginga.t a.da. ma.sa.la.h sebelumnya. 

denga.n korba.n Heru A.riya.nto sehingga. sa.kit ha.ti. 

2. Ba.hwa. kemudia.n terda.kwa. pergi menga.mbil 1 (sa.tu) bila.h senja.ta. ta.ja.m 

jenis sa.ngkur ya.ng di simpa.n la.nta.i tera.s Gedung kosong depa.n Suporindo 

Jl. Ma.ja.pa.hit Kelura.ha.n Pa.lebon Keca.ma.ta.n Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng 

da.n terda.kwa. tutupi sterofom, setela.h terda.kwa. menga.mbil 1 (sa.tu) bila.h 

senja.ta. ta.ja.m jenis sa.ngkur terda.kwa. sembunyika.n di sa.ku cela.na. sebela.h 

ka.na.n la.lu terda.kwa. berja.la.n kesebela.h bela.ka.ng Korba.n Heru la.lu 

                                                             
36
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berta.nya. kepa.da. Korba.n Heru “A.dikku kok di goleki ba.binsa. seba.b e 

ngopo (a.dik sa.ya. dica.ri ba.binsa. seba.bnya. a.pa.) la.lu terda.kwa. menusuk 

korba.n Heru A.riya.nto seba.nya.k 2 (dua.) Ka.li da.n mengena.i ba.hu sebela.h 

kiri, da.da. sebela.h kiri, lenga.n ta.nga.n ka.na.n da.n pergela.nga.n ta.nga.n kiri 

sela.njutnya. korba.n Heru A.riya.nto berdiri da.n berla.ri menghinda.r da.ri 

terda.kwa. na.mun sekita.r kura.ng lebih 50 (lima. puluh) meter korba.n Heru 

A.riya.nto la.ngsung terja.tuh da.n meningga.l dunia.. 

3. Ba.hwa. sela.njutnya. diba.wa. ke Ruma.h Sa.kit Polri Da.era.h Ja.wa. Tenga.h 

Bida.ng Kedoktera.n da.n Keseha.ta.n Ruma.h Sa.kit Bha.ya.ngka.ra. Sema.ra.ng 

seda.ngka.n terda.kwa. mela.rika.n diri da.n pa.da. ta.ngga.l 15 Ma.ret 2024 

terda.kwa. di ta.ngka.p oleh piha.k kepolisia.n. 

4. Ba.hwa. a.kiba.t perbua.ta.n terda.kwa. tersebut korba.n Heru A.riya.nto 

meningga.l Dunia. Seba.ga.ima.na. Visum Et repertum da.ri Ruma.h Sa.kit Polri 

Da.era.h Ja.wa. Tenga.h Bida.ng Kedoktera.n da.n Keseha.ta.n Ruma.h Sa.kit 

Bha.ya.ngka.ra. Sema.ra.ng Nomor : R/6/VER/III/2024/Rumkit terta.ngga.l 29 

Ma.ret 2024 denga.n kesimpula.n Berda.sa.rka.n temua.n-temua.n ya.ng di da.pa.t 

da.ri pemeriksa.a.n a.ta.s Jena.za.h tersebut, ma.ka. sa.ya. simpulka.n ba.hwa. 

jena.za.h a.da.la.h seora.ng la.ki-la.ki usia. kura.ng lebih dua. puluh lima. ta.hun, 

kesa.n gizi lebih. Da.ri pemeriksa.a.n di da.pa.t luka. a.kiba.t kekera.sa.n tumpul 

berupa. luka. lecet pa.da. a.nggota. gera.k a.ta.s ka.na.n, luka. a.kiba.t kekera.sa.n 

ta.ja.m berupa. luka. iris pa.da. da.da. da.n a.nggota. gera.k a.ta.s, luka. tusuk pa.da. 

ba.hu kiri ya.ng menembus pa.ru, dida.pa.tka.n ta.nda. penda.ra.ha.n heba.t. Seba.b 
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kema.tia.n a.da.la.h luka. tusuk pa.da. ba.hu kiri menembus pa.ru kiri 

menga.kiba.tka.n penda.ra.ha.n heba.t. 

 

Menimba.ng, ba.hwa. sela.njutnya. Ma.jelis Ha.kim a.ka.n 

mempertimba.ngka.n a.pa.ka.h berda.sa.rka.n fa.kta.-fa.kta. hukum tersebut dia.ta.s, 

terda.kwa. da.pa.t dinya.ta.ka.n tela.h mela.kuka.n tinda.k pida.na. ya.ng dida.kwa.ka.n 

kepa.da.nya.. 

Menimba.ng, ba.hwa. terda.kwa. tela.h dida.kwa. oleh Penuntut Umum 

denga.n da.kwa.a.n subsida.rita.s, ma.ka. Ma.jelis Ha.kim terlebih da.hulu 

mempertimba.ngka.n da.kwa.a.n prima.ir seba.ga.ima.na. dia.tur da.la.m Pa.sa.l 340 

Kita.b Unda.ng-unda.ng Hukum Pida.na. ya.ng unsur-unsurnya. a.da.la.h seba.ga.i 

berikut: 

1. Ba.ra.ngsia.pa.; 

2. Denga.n senga.ja.; 

3. Denga.n renca.na. lebih dulu; 

4. Mera.mpa.s nya.wa. ora.ng la.in. 

 

Kemudia.n da.la.m pertimba.nga.n ha.kim pa.da. perka.ra. Nomor 

394/Pid.B/2024/PN Smg terha.da.p unsur-unsur tersebut Ma.jelis Ha.kim 

mempertimba.ngka.n seba.ga.i berikut: 

1. Unsur Ba.ra.ngsia.pa. 

Menimba.ng, ba.hwa. ya.ng dima.ksud denga.n ba.ra.ngsia.pa. a.da.la.h 

subjek hukum pendukung ha.k da.n kewa.jiba.n, ya.ng pa.da.nya. da.pa.t 

diminta.ka.n perta.nggungja.wa.ba.n a.ta.s perbua.ta.n ya.ng dila.kuka.nnya.: 
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Menimba.ng, ba.hwa. di persida.nga.n terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin 

(A.lm) A.hma.d Sura.di membena.rka.n serta. tida.k memba.nta.h identita.snya. 

ketika. diperiksa. oleh Ma.jelis Ha.kim da.n Terda.kwa. ma.mpu menja.wa.b 

semua. perta.nya.a.a.n ya.ng dia.juka.n kepa.da.nya. da.n setela.h dicocoka.n 

denga.n identita.s terda.kwa. di sura.t da.kwa.a.n penuntut umum ternya.ta. 

cocok sehingga. Ma.jelis berpenda.pa.t Terda.kwa. seha.t ja.sma.ni da.n roha.ni 

serta. ma.mpu memperta.nggungja.wa.bka.n perbua.ta.nnya., denga.n demikia.n 

unsur ini tela.h terpenuhi. 

2. Unsur Denga.n senga.ja. 

Menimba.ng, ba.hwa. ya.ng dima.ksud denga.n senga.ja. a.da.la.h pela.ku 

memiliki kehenda.k da.n keinsya.fa.n untuk menimbulka.n a.kiba.t tertentu 

ya.ng tela.h dia.tur da.la.m perunda.ng-unda.nga.n ya.ng didorong oleh 

pemenuha.n na.fsu (motif). Menimba.ng, ba.hwa. menurut fa.kta. 

dipersida.nga.n a.da.la.h seba.ga.i berikut: 

a. Ba.hwa. pa.da. ha.ri Ka.mis ta.ngga.l 14 Ma.ret 2024 sekira. pukul 13. 30 

Wib bertempa.t di depa.n Superindo Jl. Brigjen Sudia.rto No. 294 Rt. 05 

Rw. 08 Kel. Pa.lebon Kec. Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng, terda.kwa. 

seda.ng minum minum menga.ndung a.lkohol jenis geda.ng klutuk 

bersa.ma. denga.n korba.n Heru A.riya.nto, Setia.wa.n, Febri Puji 

Priha.stomo, Bima. Eka. Pra.setya. da.n A.rta. Pra.setyo sela.njutnya. 

terda.kwa. menginga.t a.da. ma.sa.la.h sebelumnya. denga.n korba.n Heru 

A.riya.nto sehingga. sa.kit ha.ti. 
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b. Ba.hwa. kemudia.n terda.kwa. pergi menga.mbil 1 (sa.tu) bila.h senja.ta. 

ta.ja.m jenis sa.ngkur ya.ng di simpa.n la.nta.i tera.s gedung kosong depa.n 

Superindo Jl. Ma.ja.pa.hit Kelura.ha.n Pa.lebon Keca.ma.ta.n Pedurunga.n 

Kota. Sema.ra.ng da.n terda.kwa. tutupi sterofom, setela.h terda.kwa. 

menga.mbil 1 (sa.tu) bila.h senja.ta. ta.ja.m jenis sa.ngkur terda.kwa. 

sembunyika.n di sa.ku cela.na. sebela.h ka.na.n la.lu terda.kwa. berja.la.n 

kesebela.h bela.ka.ng Korba.n Heru la.lu berta.nya. kepa.da. Korba.n Heru 

“A.dikku kok di goleki ba.binsa. seba.b ngopo (a.dik sa.ya. dica.ri ba.binsa. 

seba.bnya. a.pa.) la.lu terda.kwa. menusuk korba.n Heru A.riya.nto seba.nya.k 

2 (dua.) Ka.li da.n mengena.i ba.hu sebela.h kiri, da.da. sebela.h kiri, lenga.n 

ta.nga.n ka.na.n da.n pergela.nga.n ta.nga.n kiri sela.njutnya. korba.n Heru 

A.riya.nto berdiri da.n berla.ri menghinda.r da.ri terda.kwa. na.mun sekita.r 

kura.ng lebih 50 (lima. puluh) meter korba.n Heru A.riya.nto la.ngsung 

terja.tuh da.n meningga.l dunia.. 

 

 Menimba.ng, ba.hwa. berda.sa.rka.n ura.ia.n unsur dihubungka.n denga.n 

fa.kta.-fa.kta. dipersida.nga.n Ma.jelis Ha.kim berpenda.pa.t unsur. Denga.n 

senga.ja. tela.h terpenuhi. 

3. Unsur Denga.n renca.na. lebih da.hulu  

Menimba.ng, ba.hwa. Denga.n renca.na. lebih da.hulu, a.rtinya. terda.pa.t 

wa.ktu jeda. a.nta.ra. perenca.na.a.n denga.n tinda.ka.n ya.ng memungkinka.n 

a.da.nya. perenca.na.a.n seca.ra. sistema.tis terlebih da.hulu la.lu ba.ru diikuti 

denga.n tinda.ka.nnya.. 
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Menimba.ng, ba.hwa. Terda.kwa. sebelumnya. suda.h a.da. denda.m 

ka.rena. menga.ngga.pi korba.n tela.h mela.porka.n a.dik Terda.kwa. ke Ba.binsa. , 

kemudia.n Terda.kwa. tela.h merenca.na.ka.n untuk membunuh korba.n denga.n 

ca.ra. menusuk korba.n Heru A.riya.nto seba.nya.k 2 (dua.) Ka.li da.n mengena.i 

ba.hu sebela.h kiri, da.da. sebela.h kiri, lenga.n ta.nga.n ka.na.n da.n pergela.nga.n 

ta.nga.n kiri denga.n sa.ngkur ya.ng dia.mbil da.ri ya.ng di simpa.n la.nta.i tera.s 

Gedung kosong depa.n Suporindo Jl. Ma.ja.pa.hit Kelura.ha.n Pa.lebon 

Keca.ma.ta.n Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng da.n terda.kwa. tutupi sterofom 

sela.njutnya. korba.n Heru A.riya.nto berdiri da.n berla.ri menghinda.r da.ri 

terda.kwa. na.mun sekita.r kura.ng lebih 50 (lima. puluh) meter korba.n Heru 

A.riya.nto la.ngsung terja.tuh da.n meningga.l dunia.. 

Menimba.ng, ba.hwa. berda.sa.rka.n ura.ia.n unsur dihubungka.n denga.n 

fa.kta.-fa.kta. dipersida.nga.n Ma.jelis Ha.kim berpenda.pa.t unsur denga.n 

renca.na. terlebih da.hulu tela.h terpenuhi. 

4. Unsur Mera.mpa.s nya.wa. ora.ng la.in 

Menimba.ng, ba.hwa. a.kiba.t perbua.ta.n terda.kwa. tersebut tela.h 

ternya.ta. korba.n Heru A.riya.nto tela.h meningga.l dunia. denga.n demikia.n 

unsur mera.mpa.s nya.wa. ora.ng tela.h terpenuhi. Menimba.ng, ba.hwa. oleh 

ka.rena. semua. unsur da.ri Pa.sa.l 340 Kita.b Unda.ng Unda.ng Hukum Perda.ta. 

tela.h terpenuhi, ma.ka. Terda.kwa. ha.rusla.h dinya.ta.ka.n tela.h terbukti seca.ra. 

sa.h da.n meya.kinka.n mela.kuka.n tinda.k pida.na. seba.ga.ima.na. dida.kwa.ka.n 

da.la.m da.kwa.a.n primer. 
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Menimba.ng, ba.hwa. terha.da.p Pledoi Pena.seha.t terda.kwa. oleh 

ka.rena. ha.nya. meminta. keringa.na.n hukuma.n oleh ka.rena. itu turut 

dipertimba.ngka.n da.la.m kea.da.a.n ya.ng meringa.nka.n da.n ya.ng 

membera.tka.n. Da.la.m persida.nga.n terda.kwa. tida.k a.da. pembela.a.n, seperti 

ya.ng diungka.pka.n oleh Ibu Hj. Wida.rti S.H., M.H sela.ku Ha.kim A.nggota. 

“Seinga.t sa.ya. pa.da. sa.a.t itu Terda.kwa. la.ngsung menga.kui perbua.ta.nnya. 

dia. ha.nya. minta. keringa.na.n hukuma.n seringa.n-ringa.nnya., ta.npa. a.da.nya. 

pembela.a.n da.la.m persida.nga.n. Da.la.m pembuktia.n butuh sa.ksi da.n 

ketera.nga.n terda.kwa. ketika. sa.ksi-sa.ksi memberika.n ketera.nga.n terda.kwa. 

suda.h menga.kui semua.nya. sehingga. jika. terda.kwa. suda.h menga.kui 

semua.nya. ya. bera.rti suda.h selesa.i”
38

.  

Menimba.ng, ba.hwa. da.la.m perka.ra. ini terha.da.p Terda.kwa. tela.h 

dikena.ka.n pena.ngka.pa.n da.n pena.ha.na.n ya.ng sa.h, ma.ka. ma.sa. 

pena.ngka.pa.n da.n pena.ha.na.n tersebut ha.rus dikura.ngka.n seluruhnya. da.ri 

pida.na. ya.ng dija.tuhka.n oleh Ma.hka.ma.h A.gung Republik Indonesia.. 

Menimba.ng, ba.hwa. oleh ka.rena. Terda.kwa. dita.ha.n da.n pena.ha.na.n 

terha.da.p Terda.kwa. dila.nda.si a.la.sa.n ya.ng cukup, ma.ka. perlu diteta.pka.n 

a.ga.r Terda.kwa. teta.p bera.da. da.la.m ta.ha.na.n.  

Menimba.ng, ba.hwa. terha.da.p ba.ra.ng bukti ya.ng dia.juka.n di 

persida.nga.n untuk sela.njutnya. dipertimba.ngka.n seba.ga.i berikut: 

Menimba.ng, ba.hwa. ba.ra.ng bukti berupa. 1 (sa.tu) bila.h senja.ta. ta.ja.m jenis 

sa.ngkur ya.ng tela.h diperguna.ka.n untuk mela.kuka.n keja.ha.ta.n da.n 
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dikha.wa.tirka.n a.ka.n diperguna.ka.n untuk mengula.ngi keja.ha.ta.n ma.ka. perlu 

diteta.pka.n a.ga.r ba.ra.ng bukti tersebut:  

 

 

a. Dirusa.k sehingga. tida.k da.pa.t diperguna.ka.n la.gi. 

Menimba.ng, ba.hwa. untuk menja.tuhka.n pida.na. terha.da.p 

Terda.kwa., ma.ka. perlu dipertimba.ngka.n terlebih da.hulu kea.da.a.n ya.ng 

membera.tka.n da.n ya.ng meringa.nka.n terda.kwa.. 

Kea.da.a.n ya.ng membera.tka.n: 

a. Perbua.ta.n Terda.kwa. sa.nga.t meresa.hka.n ma.sya.ra.ka.t; 

b. Perbua.ta.n Terda.kwa. menga.kiba.tka.n luka. ya.ng menda.la.m kelua.rga. 

korba.n Heru A.riya.nto. 

Kea.da.a.n ya.ng meringa.nka.n: 

a. Terda.kwa. menga.kui terus tera.ng perbua.ta.nnya. da.n menyesa.linya.; 

b. Terda.kwa. belum perna.h dihukum; 

c. Terda.kwa. tula.ng punggung kelua.rga.. 

 

Menimba.ng, ba.hwa. oleh ka.rena. Terda.kwa. dija.tuhi pida.na. ma.ka. 

ha.rusla.h dibeba.ni pula. untuk memba.ya.r bia.ya. perka.ra.. Memperha.tika.n, Pa.sa.l 

340 Kita.b Unda.ng Unda.ng Hukum Pida.na. da.n Unda.ng-unda.ng Nomor 8 

Ta.hun 1981 tenta.ng Hukum A.ca.ra. Pida.na. serta. pera.tura.n perunda.ng-

unda.nga.n la.in ya.ng bersa.ngkuta.n.  

Pa.da. perka.ra. Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg da.la.m pertimba.nga.n 

ha.kim berpenda.pa.t tela.h a.da. perbua.ta.n ya.ng menga.kiba.tka.n kema.tia.n 
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ya.ng sebelumnya. tela.h direnca.na.ka.n terlebih da.hulu. A.ta.s perbua.ta.n 

menyeba.bka.n kema.tia.n terha.da.p korba.n ya.kni Heru A.riya.nto ya.ng 

diseba.bka.n ka.rena. tusuka.n mengguna.ka.n senja.ta. ta.ja.m jenis sa.ngkur pa.da. 

ba.hu kiri, da.da. sebela.h kiri, lenga.n ta.nga.n ka.na.n, da.n pergela.nga.n ta.nga.n 

kiri, luka. tusuk pa.da. ba.hu kiri menembus pa.ru kiri menga.kiba.tka.a.n 

penda.ra.ha.n heba.t ya.ng menyeba.bka.n kema.tia.n. 

Berda.sa.rka.n fa.kta. dipersida.nga.n menunjuka.n ba.hwa. terda.pa.t 

sera.ngka.ia.n peristiwa. ya.ng menunjukka.n a.da.nya. perbua.ta.n ya.ng 

dila.kuka.n oleh terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin (A.lm) A.hma.d Sura.di. A.da.pun 

perbua.ta.n terda.kwa. a.da.la.h seba.ga.i berikut: 

1. Pa.da. ta.ha.p persia.pa.n: 

a. Terda.kwa. Ra.hma.t Rusli Bin (A.lm) A.hma.d Sura.di seda.ng minum-

minuma.n bera.lkohol bersa.ma. denga.n korba.n Heru A.riya.nto, 

Setia.wa.n, Febri Puji Priha.stomo, Bima. Eka. Pra.setya. da.n A.rta. 

Pra.setyo ya.ng kemudia.n terda.kwa. teringa.t a.da. ma.sa.la.h 

sebelumnya. denga.n korba.n Heru A.riya.nto. 

b. Kemudia.n terda.kwa. pergi menga.mbil 1 (sa.tu) bila.h senja.ta. ta.ja.m 

jenis sa.ngkur ya.ng di simpa.n la.nta.i tera.s Gedung kosong depa.n 

Superindo Jl. Ma.ja.pa.hit Kelura.ha.n Pa.lebon Keca.ma.ta.n 

Pedurunga.n Kota. Sema.ra.ng da.n terda.kwa. tutupi sterofom. 

2. Pa.da. ta.ha.p Pela.ksa.na.a.n 

a. Setela.h menga.mbil senja.ta. ta.ja.mnya. disembunyika.n da.la.m sa.ku 

cela.na. sebela.h ka.na.n la.lu terda.kwa. berja.la.n dibela.ka.ng korba.n 
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Heru kemudia.n berta.nya. kepa.da. korba.n Heru “A.dikku kok di 

goleki ba.binsa. ngopo (A.dik sa.ya. dica.ri ba.binsa. seba.bnya. a.pa.)”.  

b. La.lu terda.kwa. menusuk Korba.n Heru A.riya.nto seba.nya.k 2 (dua.) 

ka.li da.n mengena.i ba.hu sebela.h kiri, da.da. sebela.h kiri, lenga.n 

ta.nga.n ka.na.n da.n pergela.nga.n ta.nga.n kiri. 

c. Sela.njutnya. Korba.n Heru A.riya.nto berdiri da.n berla.ri menghinda.r 

da.ri terda.kwa. na.mun sekita.r kura.ng da.ri 50 (lima. puluh) meter 

Korba.n Heru A.riya.nto la.ngsung terja.tuh da.n meningga.l dunia..  

 

Berda.sa.rka.n ura.ia.n di a.ta.s penulis mena.rik sua.tu kesimpula.n, ba.hwa. 

Terda.kwa. tela.h mela.kuka.n tinda.k pida.na. pembunuha.n berenca.na. ya.ng sesua.i 

denga.n Pa.sa.l 340 KUHP. Terda.kwa. tela.h menga.kui perbua.tnnya. dida.la.m 

persida.nga.n ya.ng mempermuda.h ja.la.nnya. persida.nga.n ka.rena. a.la.t bukti ya.ng 

uta.ma. a.da.la.h ketera.nga.n da.ri terda.kwa.. Terda.kwa. menga.kui perbua.ta.nnya. 

jika. mema.ng Terda.kwa.la.h Ra.hma.t Rusli Bin (A.lm) A.hma.d Sura.di tela.h 

mela.kuka.n pembunuha.n terha.da.p korba.n Heru A.riya.nto ya.ng menyeba.bka.n 

kema.tia.n. Denga.n unsur direnca.na.ka.n diperkua.t a.da.nya. bukti sebua.h senja.ta. 

ta.ja.m ya.ng terda.kwa. simpa.n sebelumnya. di la.nta.i tera.s Gedung Kosong depa.n 

Superindo Jl. Ma.ja.pa.hit Kelura.ha.n Pa.lebon Keca.ma.ta.n Pedurunga.n Kota. 

Sema.ra.ng ya.ng kemudian. terda.kwa. sembunyika.n di sa.ku cela.na. sebela.h 

ka.na.n. Peristiwa. terja.di pa.da. Ka.mis ta.ngga.l 14 Ma.ret 2024 sekita.r pukul 

13.30 WIB. Sela.njutnya. terha.da.p perbua.ta.n terda.kwa. dika.itka.n denga.n unsur 

menghila.ngka.n nya.wa. ora.ng la.in a.da.nya. perbua.ta.n ya.ng menyeba.bka.n 

kema.tia.n seseora.ng seba.b a.kiba.t (ka.usa.lita.s) a.nta.ra. wujud perbua.ta.n denga.n 
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a.kiba.t ya.ng ditimbulka.n. Menurut penulis ba.hwa. perbua.ta.n terda.kwa. ya.ng 

menja.di pela.ku uta.ma. da.la.m menghila.ngka.n nya.wa. korba.n Heru A.riya.nto 

menya.ta.ka.n ya.ng dila.kuka.n terda.kwa. sesua.i denga.n fa.kta.-fa.kta. 

dipersida.nga.n. 

Ba.hwa. ta.ngga.pa.n ha.kim terha.da.p da.kwa.a.n, sesua.i ya.ng dika.ta.ka.n oleh 

Ha.kim A.nggota. Ibu Hj Wida.rti S.H., M.H menga.ta.ka.n “Ta.ngga.pa.n ha.kim 

suda.h ditua.ngka.n da.n diputuska.n, ha.kim mempertimba.ngka.n a.pa.ka.h terbukti 

bersa.la.h a.ta.u tida.k, na.mun Terda.kwa. la.ngsung menga.kui kesa.la.ha.nnya. 

dida.la.m persida.nga.n da.n la.ngsung dika.itka.n denga.n permohona.nnya. seperti 

a.pa. da.n tela.h dibua.tka.n da.la.m a.ma.r putusa.n”
39

.  

 

B. Kendala dan Solusi Terhadap Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg 

 Pembunuhan berencana adalah tindakan kriminal yang diklasifikasikan 

sebagai kejahatan serius, dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih 

dahulu untuk menghilangkan nyawa seseorang. KUHP secara tegas mengatur 

kejahatan terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, bersama dengan 

ancaman hukuman maksimal dalam bentuk kematian atau hukuman seumur 

hidup. Meskipun peraturan secara normatif jelas, dalam praktiknya, penerapan 

hak atas kejahatan pembunuhan yang direncanakan adalah sejumlah hambatan 

yang rumit.  

                                                             
39

 Wida.rti, 2025, „Wa.wa.nca.ra. denga.n Ha.kim Penga.dila.n Negeri Sema.ra.ng‟ 
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Perkara Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg adalah contoh 

spesifik yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi gangguan ini. Dalam 

keputusan ini, peran pejabat penegak hukum dalam proses perencanaan 

pembunuhan, integritas bukti, dan penanganan kasus-kasus dalam sorotan 

utama. Oleh karena itu, penyelidikan dalam kasus ini relevan untuk 

menjelaskan bagaimana hukum sebenarnya digunakan dan sejauh masalah 

dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum yang lebih efektif dan arahan 

yang lebih efektif.  

Solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk menghadapi dan 

memperbaiki penerapan kasus hukum seprupa seperti ini, menurut Yang 

Mulia Ibu Hj Widarti S.H., M.H mengatakan “Solusi untuk kasus yang serupa 

seperti ini, kasus pembunuhan berencana harus berlandaskan dengan Asas 

Legalitas tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur, dan hakim juga tergantung dengan 

dakwaan yang didakwakan”
40

. Dengan menganalisis keputusan ini, harus 

diharapkan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang   penerapan hukum 

dan solusi yang benar untuk memperkuat lembaga penegak hukum Indonesia. 

Setiap warga Negara Republik Indoneia berhak mendapatkan rasa aman 

dan keadilan yang semestinya sebagai hak asasi manusianya, bebas dari segala 

hal bentuk kekerasan, ancaman yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri 

maupun orang lain. Dalam kasus ini masyarakat juga berpartisipasi, menurut 

Ibu Hj Widarti S.H., M.H “Dalam kasus ini masyarakat ada yang berperan 

                                                             
40
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sebagai saksi dalam persidangan, membantu untuk mengungkapkan fakta yang 

sebenarnya terjadi apakah sesuai dengan yang didakwaan dan keterangan 

terdakwa ataukah tidak. Namun, yang berwenang membuktikan dakwaan 

adalah jaksa”. Tindak Pidana pembunuhan berencana menjadi tanggung jawab 

Negara. Perlindungan korban pembunuhan, dalam hal ini harus dilindungi 

oleh keluarga korban, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

pihak-pihak yang terkait lainnya. Perlindungan hukum kepada korban 

pembunuhan berencana ini bukan hanya melalui undang-undang yang berlaku 

dan jelas mengatur tentang hukum dan aturan yang mengatur tentang 

pembunuhan berencana itu.  

Korban dari pembunuhan berencana mempunyai trauma yang sangat 

besar jika korban merasakan percobaan dibunuh oleh orang lain namun Tuhan 

masih memberikannya kesempatan untuk hidup maka korban perlu dilindungi 

oleh lembaga sosial untuk memastikan bahwa sang korban telah aman dari 

segala ancaman yang mengancam nyawa korban. Perlunya perlindungan 

hukum untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan diberikan sanksi untuk suatu pelanggaran
41

. 

Semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana kekerasan seperti ini di 

Indonesia harus mendorong berbagai kalangan untuk semakin waspada dan 

selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pelaksanaan penerapan hukum dalam tindak pidana pembunuhan 

berencana Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg dalam persidangan di 

                                                             
41

 S H Tedi Sudrajat and S H Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan 

Pemerintahan (Bumi Aksara, 2021). 
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Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A tidak menemukan kendala yang 

menyulitkan didalam persidangan, dikarenakan pada saat persidangan 

berlangsung terdakwa langsung mengakui perbuatannya. Dalam wawancara 

yang penulis lakukan bersama dengan Yang Mulia Ibu Hj Widarti S.H., M.H 

beliau menyatakan tentang hambatan yang ada dalam persidangan “Hambatan 

dari segi koordinasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak ada, dalam hal 

ini pengadilan tidak ada intervensi dari pihak manapun, dalam memeriksa 

kasus pengadilan bersiftat mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak 

manapun”
42

.  

Namun, ada beberapa kendala kecil yang dihadapi dalam kasus 

pembunuhan berencana ini, yaitu: 

1. Pembuktian unsur “Perencanaan” 

Dalam membuktikan unsur perencanaan yang ada dalam kasus ini 

hanya ada satu alat bukti yang menunjukkan yaitu ketika Terdakwa telah 

menyimpan senajata tajam jenis sangkur sebelumnya yang di simpan 

lantai teras Gedung Kosong depan Superindo Jl. Majapahit Kelurahan 

Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang Terdakwa tutupi 

sterofom. Menurut Ibu Hj Widarti S.H.,M.H “Tantangan untuk 

membuktikan perencanaan dalam pembunuhan jika pembunuhan ada jeda 

untuk niat dan waktu pelaksanaan perbuatan, dalam kasus ini terdakwa 

sudah menyiapkan pisau jenis sangkur yang disembunyikan didalam saku 

                                                             
42
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celana sebelah kanan, jadi sudah ada niat terlebih dahulu untuk melakukan 

pembunuhan”.  

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A 

dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam kasus pembunuhan berencana 

tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk mengatasi pembuktian unsur perencanaan Pengadilan Negeri 

Semarang bisa menentukan bahwa unsur perencanaannya didapatkan dari 

pengakuan terdakwa dan alat bukti senjata tajam jenis sangkur yang 

digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Heru 

Ariyanto yang menyebabkan kematian.  
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam 

Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Smg telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 340 KUHP. Dalam kasus ini, unsur-unsur pembunuhan 

berencana, yaitu “barangsiapa”, "dengan sengaja", "dengan rencana 

terlebih dahulu", dan "merampas nyawa orang lain", berhasil dibuktikan 

melalui keterangan saksi, visum et repertum, serta keterangan langsung 

dari terdakwa. Hakim juga secara cermat mempertimbangkan fakta 

hukum, alat bukti, serta kondisi subjektif dan objektif pelaku dalam 

menyusun putusan. Dakwaan disusun secara subsidaritas dan karena 

dakwaan primair terbukti, maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan.  

2. Kendala mengenai kesulitan pembuktian unsur “perencanaan”, karena 

unsur ini bersifat batiniah dan sulit diukur secara objektif. Bukti-bukti 

yang menunjukkan adanya niat jahat dan perencanaan sebelumnya sangat 

terbatas, sehingga hakim harus mengandalkan interpretasi atas kronologi 

dan keterangan saksi. Meskipun demikian, keterangan terdakwa dalam 

persidangan yang langsung membenarkan tentang apa yang didakwakan 

dan keberadaan barang bukti utama berupa senjata tajam berjenis sangkur 

sangat membantu proses pembuktian. Hakim juga berhasil 
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mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan secara 

seimbang. Untuk mengatasi kendala pembuktian unsur “perencanaan” 

yang bersifat batiniah dan sulit dibuktikan secara langsung, hakim dapat 

mengedepankan penilaian yang cermat terhadap kronologi peristiwa, 

konsistensi keterangan para saksi, serta keberadaan alat bukti utama yang 

relevan, seperti senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana. 

 

B. Saran 

1. Dalam penerapan hukum diperlukannya konsistensi dan ketelitian dalam 

menerapkan unsur-unsur Pasal 340 KUHP agar tidak terjadi kekeliruan 

dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pembunuhan berencana. 

Hakim harus senantiasa mengutamakan objektivitas dan transparansi 

dalam mempertimbangkan alat bukti serta keterangan terdakwa supaya 

putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.  

2. Dalam perkara No. 394/Pid.B/2024/PN Smg, meskipun bukti niat jahat 

dan perencanaan sebelumnya terbatas, keterangan terdakwa yang 

mendukung dakwaan serta barang bukti berupa sangkur telah membantu 

hakim membangun keyakinan atas adanya perencanaan. Selain itu, hakim 

juga dapat mempertimbangkan logika dan kelaziman tindakan pelaku 

sebelum kejadian untuk menyimpulkan adanya intensi yang matang, 

sehingga unsur “perencanaan” dapat dinilai terpenuhi secara yuridis dan 

meyakinkan. 
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